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IKHTISAR EKSEKUTIF

Bappeda sebagai lembaga teknis perencanaan daerah Pemerintah Provinsi Banten,
dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat
partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders). Oleh karenanya langkah strategis
perlu segera diwujudkan dan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan operasional yang nyata,

produktif, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi yang berkembang.

Berangkat dari berbagai tuntutan publik sebagaimana tersebut di atas, Bappeda
Provinsi Banten diharapkan untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan
pembangunan di Provinsi Banten. Dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat dan memajukan
daerah melalui peningkatan kinerja Bappeda Provinsi Bantendi perlukan adanya Pelaporan
Kinerja Instansi Pemerintah guna lebih mengetahui kemampuan dalam mencapai visi, misi dan
tujuan organisasi sebagaimana Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Permen-PAN&RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan laporan pertanggungjawaban
kinerja yang terdiri dari berbagai indikator, mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan
pelaporan  kinerja yang menyeluruh dan terpadu untuk mengetahui tingkat
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi serta misi organisasi, sekaligus merupakan
alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga
dapat dipergunakan sebagai umpan balik (feed back) untuk pengambilan keputusan bagi pihak-
pihak terkait.

Bappeda Provinsi Bantenyang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan dan
di bidang Penelitian dan Pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya mempunyai
kewajiban menjalankan dan menjadi motor penggerak terhadap visi Provinsi Banten sehingga
apa yang menjadi tujuan bersama dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang
diharapkan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
membantu Gubernur dalam menentukan kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya, maka berikut langkah-langkah yang akan
dilaksanakan oleh Bappeda dalam rangka mencapai visi dan misi Provinsi Banten selama lima

tahun ke depan:
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Meningkatkan koordinasi antar dan intern OPD agar perencanaan, penganggaran, dan
pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan seirama;

Mewujudkan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi Banten dengan
stakeholder melalui kerjasama yang berkesinambungan sesuai visi dan misi Provinsi
Banten

Perwujudan perencanaan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu pada rencana tata ruang dan
kota serta berbasis lingkungan;

Pemenuhan informasi bagi masyarakat luas;

Peningkatan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia, Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi serta Bidang Penelitian dan

Pengembangan.
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KATA PENGANTAR

Assamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas ijinNya sehingga Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023

dapat disusun dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Tahun Anggaran 2023 disusun dengan
mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Rl Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, dengan demikian LKjIP Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023 merupakan
informasi capaian kinerja selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2023 dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun

2023-2026.

Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan LKIP
Bappeda Provinsi Banten, kami ucapkan terimakasih dan semoga LKjIP Bappeda Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2023 dapat bermanfaat dalam memberikan informasi terhadap penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Banten Tahun 2023.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional dilakukan
melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan membutuhkan biaya pada setiap
Tahun Anggarannya.

Penyampaian data dan informasi merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah atau
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun Anggaran dengan tetap
berdasarkan pada perencanaan Tahun Anggaran atau perencanaan jangka menengah dari Organisasi
Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA
OPD)

Selanjutnya dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna,
berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan
akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai wujud dari pertanggungjawaban
dalam mencapai visi, misi dan tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta peningkatan
pelaksanaan pembangunan yang berbasis pelayanan publik, maka perlu adanya suatu pelaporan
kinerja dari pelaksanaan rencana pembangunan.

Organisasi Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
kewenangan pengelolaaan sumberdaya harus berdasarkan pada suatu dokumen perencanaan yang
telah ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, karena setiap Instansi Pemerintah
berkewajiban menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik
dan melembaga sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Rl Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja ini, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi
pemerintah atau OPD dalam satu Tahun Anggaran yang dihubungkan dengan proses tujuan dan sasaran
instansi pemerintah atau OPD yang menjelaskan keberhasilan atau kegagalan pada tingkat kinerja yang

dicapainya secara bertanggung jawab.
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Organisasi Perangkat Daerah
disampaikan secara periodi. Artinya bahwa laporan kinerja tersebut merupakan
kewajiban untuk disampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak yang
memiliki hak atau meminta keterangan atau pertanggung jawaban kinerja instansi
pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi OPD yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja yang disampaikan secara periodik, tersebut adalah merupakan
suatu penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang didukung dengan
kegiatan program yang pelaksanaanya telah direncanakan secara berkesinambungan
baik pada kurun waktu jangka menengah atau Tahunan. Sehingga laporan kinerja
tersebut  harus  benar-benar transparan, terukur dan harus dapat
dipertanggungjawabkan nilai capaianya secara tepat dan terarah, sehingga laporan
kinerja dimaksud merupakan informasi penting bagi pemangku kepentingan baik
sebagai informasi biasa maupun sebagai bahan perbaikan instansi pada Organisasi
Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang didukung oleh

kegiatan program pada periode Tahun Anggaran berikutnya.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen-PAN & RB No. 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah.

LKjIP ini merupakan sistem pengendalian manajemen di sektor publik yang
memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja
kepada seluruh stakeholder dan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja
Bappeda Provinsi Banten sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa

yang akan datang

Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Organisasi
Perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi kinerja dari
instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran meliputi sebagai

berikut:
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1.3.

Tersusunnya Data Dan Informasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Program
Pembangunan Instansi Pemerintah Atau Organisasi Perangkat Daerah Dalam Hal
Ini Adalah Bappeda Provinsi Banten Yang Sesuai Dengan Tugas, Pokok Dan
Fungsi Serta Kewenangannya Untuk Tahun Anggaran 2023.

Teridentifikasi Data Capaian Kinerja Dari Indikator Kinerja Kegiatan Program
Yang Direncanakan Pada Tahun Anggaran 2023 Sesuai Dengan Yang Tertuang
Dalam Dokumen Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Sebagai Acuan
Pelaksanaan Kegiatan Program Yang Dilaksanakan Oleh Bappeda Provinsi

Banten.

Teridentifikasi Data Dan Informasi Bahan Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan
Pembangunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran Berikutnya, Yaitu

Tahun Anggaran 2023.

Terinformasikan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda Provinsi
Banten Yang Terurai Dalam Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapkan Dalam
Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran

2023.

DASAR HUKUM

Dasar hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
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10.

11.

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Kementerian PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita
Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
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12. Peraturan Gubernur PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 47 TAHUN
2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja

Badan Daerah;

1.4. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. BADAN PERENCANAAN
PEMEBANGUNAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI]

I KEFALA |

SEKRETARIS

I
SUBAG UMUM DAN

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
TIPE, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH

KELOMPOK JABATAN
KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL AHLI MUDA DAN
AHLI PERTAMA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL TERAMFIL DAN
FELAKSANA

KELOMPOK JABATAN
FURGSIONAL AHLE
UTAMA DAN AHLI
MADYA

BIDANG PEREKONOMIAN,
SUMBER DAYA ALAM,
INFRASTRUKTUR DAN

KEWILAYAHAN

BIDANG PERENCANAAN
DATA, DAN SISTEM
INFORMAS] PEMBANGUNAN

BIDANG PENGENDALIAN,
EVALUAS DAN KERIASAMA
PEMBANGUNAN

BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA

BIDANG RISET DAN INOVAS]
ERAH

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAR KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL AHLI MUDA, FURGSIONAL AHLI MUDA, AHLL FUNGSIONAL AHLI MUDA, FUNGSIONAL AHLI MUDA, AHLI FUNGSIONAL AHLI MUDA,
AHLE PERTAMA, TERAMPIL PERTAMA, TERAMPIL DAN AHLI PERTAMA, TERAMPIL PERTAMA, TERAMPIL DAN AHLI PERTAMA, TERAMPIL

DAN PELAKSANA PELAKSANA DAR PELAKSANA PELAKSANA DAN PELAKSANA

CABANG DINAS JUPTD J

Gambar.1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi

Banten Tahun 2023

Tugas Pokok dan Fungsi

(1)

(2)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu

gubernur melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan di bidang

perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan

kewenangan:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan;

b. Pelaksanaan tugas  dukungan teknis  di bidang

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
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C. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang
Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

1. KepalaBadan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai uraian tugas

sebagai

Berikut :

a. merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. menetapkan rencana kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;

¢. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;

d. membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas, tanggung
jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;

e. merumuskan penyelenggaraan:

a. Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

c. Penelitian dan Pengembangan Daerah;

f. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin
pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian
Dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;

g. menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Sekretaris

a.

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan
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12)
13)

14)

15)

16)

17)
18)

pengendalian pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan
Rencana Strategis Badan;

2) mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada
bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan

Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;

merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi,

pelaporan  program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan

kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan

Badan;

menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah;

menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah;

menyelengarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah;

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Badan;

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan

dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Badan ;

menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di

lingkungan Sekretariat;

menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu
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Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat,
penyelengaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset, kerumahtanggaan,
kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1) merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian;
3) membagi tugas kepada bawahan;
4) membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian;

5) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;

6) melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;

7) melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

8) melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Perangkat
Daerah;

9) melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah;

10) melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada Perangkat Daerah;

11)  melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

12)  melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;

13) melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

14) menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

15) melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian, dan

16)  melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3 Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
a. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi,
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monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1) menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis
Badan;

2) mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan
kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;

3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;

5) menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
a. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya

Alam); dan

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

6) menyelenggarakan sekretariat rencana aksi daerah pangan dan gizi dan
rencana aksi daerah gas rumah kaca Provinsi Banten;

7) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak
lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan badan;

8) menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan dilingkungan
Bidang; dan

9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4  Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

a.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan
dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:

1) menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis

Badan;
2)  mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan

kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
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3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

4)  menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;

5) menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Koordinasi Perencanaan
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

6) menyelenggarakan Koordinasi dan Konvergensi Tim Percepatan Penurunan
Stunting dan Kemiskinan Ekstrim di Provinsi Banten;

7) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak
lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan badan;

8) menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan dilingkungan
bidang; dan

9) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

5 Kepala Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan

a.

Kepala Bidang Perencanaan, Data dan Sistem Informasi Pembangunan mempunyai
tugas pokok memantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala
Bidang Perencanaan, Data dan Sistem Informasi Pembangunan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:
1) menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis
Badan;
2) mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan
kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;
3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;
5) menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah; dan
c. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang
Pembangunan Daerah.
6) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak

lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan badan;
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7) menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan dilingkungan
bidang; dan
8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

6  Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan
a. Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a,Kepala
Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan mempunyai rincian
tugas sebagai berikut:

1) menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis
Badan;

2) mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan
kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;

3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;

5) menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
a. Laporan kinerja Pembangunan Daerah;
b. Fasilitasi/Evaluasi Dokumen  Perencanaan  Pembangunan  Daerah

Kabupaten/Kota;

c. Pengendalian kerjasama daerah; dan
d. Pengendalian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

6) menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak
lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan badan;

7) menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan dilingkungan
bidang; dan

8) melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

7  Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
a. Kepala Bidang Riset dan Inovasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam merencanakan dan perumusan program,

melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan

11
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kegiatan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1)

2)

menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis

Badan;

mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan

kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bidang;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang;

menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi :

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan;

b.  Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;

c.  Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan

d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak

lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan badan;

menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan dilingkungan

bidang; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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1.5. Isu isu strategis

ISU STRATEGIS

1. Masih Perlunya Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

2. Masih Kurangnya Kebijakan Perencanaan Pembangunan yang didasari Hasil Penelitian

Visi : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH

Misi : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN BERWIBAWA

No Tujuan

Sasaran PD

Strategi

Arah Kebijakan

perencanaan
pembangunan yang
berkelanjutan

Terwujudnya kualitas

Nilai Komponen
Perencanaan dan
pengukuran pada
penilaian SAKIP
Provinsi

Meningkatkan kualitas
Dokumen Perencanaan
dan pengukuran kinerja
daerah

Peningkatan Kualitas Perencanaan
dan Pendanaan Pembangunan;

Optimalisasi Analisis Data dan
Informasi Pemerintahan Daerah

Bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah

Meningkatkan Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah

Optimalisasi pemanfaatan sistem

informasi perencanaan dan
pengendalian pembangunan

Meningkatkan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Meningkatkan Koordinasi
Perencanaan Bidang Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia

Meningkatkan Koordinasi
Perencanaan Bidang Perekonomian
dan SDA (Sumber Daya Alam)

Meningkatkan Koordinasi
Perencanaan Bidang Infrastruktur

dan Kewilayahan

pemanfaatan hasil
penelitian
pengembangan dan
penerapan inovasi

daerah

Tgr.@uﬁﬂ%gs Bisnis

Meningkatnya
pemanfaatan hasil
penelitian
pengembangan dan
penerapan inovasi

daerah

Meningkatkan peran
aktif peranglkat daerah,
kabupaten dan kota

dalam inovasi daerah.

Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi
Penelitian dan  Pengembangan
Bidang Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan dan  Pengkajian
Peraturan

Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi
Penelitian dan  Pengembangan
Bidang Sosial dan Kependudukan

Fasilitas: Pelaksanaan dan Evaluast

Penelitian ~dan  Pengembangan
Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Ujt Coba dan Penerapan Rancang
Bangun/Model Replikasi dan Invensi
di Bidang Difusi Inovasi dan
Penerapan Teknologi
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1.6. Proses Bisnis

PETA PROSES BISNIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

FROSES UTAMA

BNT 03.5.01.02 BNT 03,5.01.03 HAT 03.5.05.02
Percncanann, Peapendalin dan Eeondinam Dan Smkionisas Penclitiin Dan Peagembangan
Evalisias Peigbaniginag Pefencanian Pembanginan Daciik Diacrih

PROSES MANAJEMEN

ERT 03.4.01.05. BNT 00.4.01.02. BNT 03.4.00.07.
Faailitnsi dan Koordinssi Hulom Penntann Organisasi Bebijnknn dan Pelaynnan
Pengadaan Barang dan Jasa

BNT 03.5.02.02. BNT 03.5.03.02.
Penpelolnan Keunngun Daernh Kepegawnian Daernh BNT 03.6.01.02.
Penyelenggaraan Pengawasan

BNT 03.5.04.02.
Pengembangan Sumber Dayn
Manusia

BNT 0321602,
Pengelodnan Informasi dan Komundkasi Publik

1.7 Cascading

Pemerintah
Masyarakat

Alawdemisi
Balar Usabs

14




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah-Bappeda Provinsi

Cascading BAPPEDA

Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan
Berwibawa Indikator: Indeks Reformasi Birokrsi

Kepala Daerah

Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
Indikator Kinerja :
1. Capaian SAKIP Pemerintah Provinsi Banten

Kinerja P Daerah yang

Indlikator Kinerja: (IKK : Nilai SAKIP pada P dan
Kepala Bappeda

SekdalAsisten
Administrasi Umum

Kepala Bidang

PDIP/Kabid
Dalev Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan i dinasi P Bidang i dan Manusia
KSP/Kabid Mitra indicator Kinerja kegiatan: tersusunnya dok RKPD Provinsi Banten yang baik dan Indikator: tersusunya dok Perencanaan (renja) dan dok pengendalian | triwulanan)
(PPM/PSDAIK) tepat waktu subid mitra

(Eselon 3)
Sub Keg. i dan pan Dokumen P Sub Keg. Koordi y Dokumen P Daerah
Pembangunan Daerah Provinsi Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPIMD dan RKPD)
Indikator kinerja sub keg: inasi Indikator kinerja sub keg:Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPIPD, RPIMD dan RKPD) (Satuzn : Dokumen)

Fungsional/
Pt - —

1.8 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 82 dengan Kategori AA
(Memuaskan) yang diperoleh dari hasil penilaian pemenuhan kriteria terhadap 4

(empat) komponen dan 12 (dua belas) sub komponen adalah sebagai berikut :
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RENCANA AKSI TINDAK LANJUT AKIP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN

TAHUN 2022
NO REKOMENDAS! RENCANA AKSI TINDAK LANJUT TARGET WAKTU PELAKSANAAN | STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1 |Terhadap capaian AKIP tahun 2022 yang telah  |AKIP tahun 2022 yang telah AKIP BAPPEDA lebih baik dari [15 Desember 2023 Selesai
diperoleh agar dapat dipertahankan dan diperoleh akan dipertahankan dan  {tahun 2022
ditingkatkan, serta dijadikan acuan dalam ditingkatkan untuk tahun tahun
pencapaian AKIP ditahun berikutnya berikutnya
2 |Melakukan Upaya inovasi atas program kegiatan |Inovasi yang dilakukan Bappeda Aplikasi e SAKIP 29 Desember 2023 selesai

yang ditetapkan dalam rangka peningkatan
kualitas serta pemanfaatan akuntabilitas kinerja
yang akan dicapai, guna mewujudkan
optimalisasi kinerja dalam implementasi SAKIP
yang dilaksanakan

adalah meningkatkan aplikasi
perencanaan dan penganggaran
dan Peningkatan pendampingan
buku renja OPD

disempurnakan dalam
perencanaan dan
pengganggarannya

KEPALA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Banten

Hasil penilaian pemenuhan kriteria pada komponen dan sub komponen yang telah

dilaksanakan :

1. PERENCANAAN KINERJA

a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia

Kondisi dari sub komponen ini adalah dokumen perencanaan kinerja telah

terpenuhi.

b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk

mencapai hasil

’

dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan

penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan
kinerja bidang lain (crosscutting)

Kondisi dalam sub komponen ini telah memenuhi standar sesuai dengan mandat

ketentuan, namun masih terdapat catatan yaitu dokumen Renja tidak memuat

indikator kinerja sasaran, dan hanya menyajikan indikator kinerja program

Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang

Kondisi dalam sub komponen ini telah memenuhi standar sesuai dengan mandat

namun dokumen Renja belum memuat

rencana aksi

yang

menggambarkan tahapan tindaklanjut yang akan dilaksanakan dari permasalahan

NERJA

- berkesinambungan
ketentuan,
yang dihadapi;
2. PENGUKURAN KI
a.

Pengukuran Kinerja telah dilakukan

Kondisi dari sub komponen ini adalah pengukuran kinerja telah dilaksanakan,

namun standar prosedur pengukuran data kinerja dan Standar Prosedur

pengumpulan data belum disusun
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b. Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan
berkelanjutan

Kriteria pada sub komponen ini telah terpenuhi, namun belum ada upaya yang
inovatif untuk menjadi percontohan bagi perangkat daerah lain.

c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan
Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif
dan efisien

Kondisi dari sub komponen ini adalah pengukuran kinerja telah dijadikan dasar
dalam pemberian reward dan punishment, namun masih terdapat kelemahan
yaitu:

1) Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar pengangkatan/pemberhentian
jabatan struktural/fungsional;

2) Dokumen Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian
(Refocusing) OrganisasiTerdapat beberapa kriteria yang tidak terpenuhi pada
sub komponen ini yaitu :

3. PELAPORAN KINERJA
a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
Kondisi dari sub komponen ini adalah beberapa kriteria dalam pemenuhan
dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar sesuai dengan mandat
ketentuan, namun belum ada upaya inovatif serta dapat dijadikan percontohan
bagi OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas
atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya
Kondisi dari sub komponen ini telah memenuhi standar yang menggambarkan
kualitas atas pencapaian kinerja, namun laporan kinerja  belum
menginformasikankan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan
(rekomendasi perbaikan kinerja).
c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian
strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
LKIP  telah menginformasikan upaya organisasi dalam melaksanakan hasil
evaluasi capaian kinerja melalui rencana aksi, namun :

1). LKIP belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja pada tahun
berikutnya

2). LKIP belum berpengaruh signifikan terhadap budaya kinerja organisasi

4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Kriteria evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah memenuhi standar sesuai
dengan mandat ketentuan, namun pelaksanaan evaluasi AKIP baru pada tahap
pemenuhan dokumen belum pada kebutuhan akan pentingnya Laporan
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas
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dengan Sumber Daya yang memadai

Kondisi dari sub komponen ini adalah pemenuhan atas kriteria kualitas evaluasi
akuntabilitas kinerja internal telah memadai, namun Badan Perencanaan Provinsi
Banten belum menetapkan Tim Evaluasi AKIP Internal

c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas
dan efisiensi Kinerja

1.9 Sistematika Laporan
Pada dasarnya laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai
pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Banten selama tahun 2023. Capaian kinerja
(performance results) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan
Kinerja (performance agreement) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan
tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini
akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance
gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023
berpedoman pada Permen-PAN&RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:
Bab | Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud & Tujuan
1.3 Dasar Hukum
1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
1.5 Isu —Isu Strategis
1.6 Proses Bisnis
1.7 Cascading
1.8 Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023
1.9 Sistematika Laporan

Bab Il Perencanaan Kinerja
2.1 Perubahan Rencana Strategis 2023 — 2026
2.2 Perubahan Rencana Kerja 2023
2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja 2023

Bab Ill. Akuntabilitas Kinerja
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis
organisasi;
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3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika
ada);
3.15 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup
4.1 Kesimpulan
4.2 Saran — Saran Rekomendasi

Lampiran

1) Perjanjian Kinerja

2) Surat Pernyataan telah di reviu
3) BA LHE

4) Lain - lain yang dianggap perlu
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BAB I
PERENCANAAN DAN PERJANIJIAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan
strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk dapat mengukur kinerja
instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi
antara keahlian SDM dan sumber daya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis, nasional maupun global, yang secara konsisten berpedoman pada
tatanan sistem manajemen nasional. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan
strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam
kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,
dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana
Strategis (Renstra) Instansi Pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
Selanjutnya, renstra beserta rencana dan capaian target kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2023 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

2.1 Visi dan Misi
Bappeda Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu
memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang tercantum

dalam Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026, yaitu:

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN BERAKHLAKUL
KARIMAH”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka misi yang terkait langsung dengan
tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi adalah misi

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governances).
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2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Bappeda adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan

Berwibawa dan Terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan

Terwujudnya pemanfaatan hasil penelitian pengembangan dan penerapan inovasi daerah,

Sedangkan sasarannya adalah :

1.

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien;

2. Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas;

3.

Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas;

Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perecanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah, Bappeda Provinsi Banten melaksanakan :

1. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang:

a) Perencanaan, dengan program :

Program Tata Kelola Pemerintahan;
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi;

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan

Kemasyarakatan;

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah;

Program Penelitian dan Pengembangan;
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Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan selaras dengan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten sebegai berikut:

TUJUAN SASARAN DAERAH/ META INDIKATOR SATUAN BASELINE TARGET
DAERAH/TUJUAN SASARAN IO ANTOI LN R
TUJUAN/SASARAN (DEFINISI
PD PERANGKAT DAERAH OPERASIONAL) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
TERWUJUDNYA MENINGKATNYA PENILAIAN INDEKS
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN | |NDEKS REFORMASI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAHAN REFORMASI BIROKRASI OLEH INDEKS 61 65 66 7 76 81
YANG BAIK, BIROKRASI KEMENPANRB
BERSIH DAN
Eer“’ru_]udnya Meningkatnya Kinerja Nilai komponen Cak}lpg n komponen
ualitas penilaian SAKIP
erencanaan Perencanaan Perencanaan dan Perencanaan (Bobot 30 Poin 6,11 8 8 1
pemban nan Pembangunan Daerah Pengukuran pada Penilaian oin) dan Pen ukura?l (30 36, 3 45 47 4 5
gang gu yang Berkualitas SAKIP Provinsi goin) g 3
berkelanjutan Sistem pengukuran dan
dan Terwujudnya penilaian terhadap
pememfuatan | Meningiatoya penespon pembiarian
b pemanfaatan hasil intah h
pengembangan penelitian . Pemerl_n tahan Daerah yang . Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat
dan penerapan engembangan dan Indeks Inovasi Daerah telah dilaporkan kepada (Leveling) Inovatif Inovatif Inovatif Inovatif Inovatif Inovatif
inovasi daerah pengra an i%l ovasi Menteri Dalam Negeri
gaerahp sesuai dengan urusan yang
menjadi kewenangan
daerah (Permendagri
108/208)
Meningkatnya
akuntabilitas kinerja . Hasil Penilaian SAKIP
penyelenggaraan CDEE?;T SAKIP Perangkat Perangkat Daerah oleh Poin NA 70-80 70-80 70-80 70-80 70-80
pemerintahan pada Inspektorat Provinsi
Perangkat Daerah
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2.3 RENCANA STRATEGIS

Strategi Jangka Menengah Daerah yang diamanahkan kepada Bappeda sesuai misi

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) ialah:

1)

2)
3)
4)

Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang
melayani langsung kepada masyarakat;

Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
Meningkatkan kualitas Penelitian;

Meningkatkan Akurasi data dan Informasi;

Sedangkan Strategi Jangka Menengah Bappeda Provinsi Banten adalah sebagai

berikut :

1) Meningkatkan pelayanan di perangkat daerah dan melayani masyarakat;

2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi
terhadap hasil dan konsisten dalam dokumen perencanaan;

3) Meningkatkan kualitas hasil penelitian;

4) Meningkatkan Akurasi data dan Informasi;

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar

lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan

Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai

pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah

sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Arah Kebijakan Jangka Menengah Daerah yang diamanahkan kepada Bappeda

sesuai misi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) ialah:

1)

2)

3)

4)

Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan
mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan;

Peningkatan perencananan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi
informasi;

Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian Untuk Menjawab Permasalahan
Pembangunan;

Peningkatan data dan informasi perencanaan pembangunan;

Sedangkan Arah kebijakan jangka menengah Bappeda Provinsi Banten adalah

sebagai berikut :

1)

2)

3)

Melakukan standarisasi pelayanan baik kedalam maupun keluar perangkat
daerah;

Peningkatan perencananan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi
informasi yang terintegrasi dan dapat mudah diterapkan;

Peningkatan jumlah analisis kebutuhan penelitian daerah;
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4) Peningkatan data dan informasi perencanaan pembangunan;

No

Tujuan

Sasaran PD

Strategi

Arah Kebijakan

Terwujudnya
kualitas
perencanaan
yang
berkelanjutan

Nilai Komponen
Perencanaan
dan pengukuran
pada penilaian
SAKIP Provinsi

1.1

Meningkatkan
kualitas kualitas
Dokumen
Perencanaan
dan pengukuran
kinerja daerah

1.1.1

Peningkatan Kualitas
Perencanaan dan
Pendanaan
Pembangunan;

Optimalisasi Analisis
Data dan Informasi
Pemerintahan
Daerah Bidang
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Meningkatkan
Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan Bidang
Perencanaan

Pembangunan
Daerah Optimalisasi
pemanfaatan sistem
informasi
perencanaan dan
pengendalian
pembangunan

1,2

Meningkatkan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah;

Meningkatkan
Koordinasi
Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia

Meningkatkan
Koordinasi
Perencanaan Bidang
Perekonomian dan
SDA (Sumber Daya
Alam)

Meningkatkan
Koordinasi
Perencanaan Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan

Terwujudnya
pemanfaatan
hasil
penelitian
pengembanga
n dan
penerapan
inovasi daerah

Meningkatnya
pemanfaatan
hasil penelitian
pengembangan
dan penerapan
inovasi daerah

2.1

Meningkatkan
peran aktif
perangkat
daerah,
kabupaten dan
kota dalam
inovasi daerah.

2.1.

Fasilitasi
Pelaksanaan dan
Evaluasi Penelitian
dan Pengembangan
Bidang Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pengkajian
Peraturan

Fasilitasi
Pelaksanaan dan
Evaluasi Penelitian
dan Pengembangan
Bidang Sosial dan
Kependudukan
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No

Tujuan Sasaran PD Strategi Arah Kebijakan

Fasilitasi
Pelaksanaan dan
2.3. | Evaluasi Penelitian
2 dan Pengembangan
Bidang Ekonomi dan
Pembangunan

Uji Coba dan
Penerapan Rancang
Bangun/Model

5 Replikasi dan Invensi
4- di Bidang Difusi
Inovasi dan
Penerapan Teknologi

2.4 Program dan Kegiatan Tahun 2023

Rencana Program dan Kegiatan BPSDMD untuk tahun 2023-2026 terdiri dari

prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD Provinsi Banten. Pemenuhan standar

kompetensi dan integritas aparatur diharapkan dapat mengatur beberapa hal yang

berkaitan dengan akselerasi reformasi birokrasi dalam mewujudkan misi Mewujudkan

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa.

Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dengan

Kegiatan :

1) Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;

2) Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

3) Kerjasama Pendanaan Pembangunan.

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi, dengan

Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan;

2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan
Ekonomi Kreatif;

3) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan,
Investasi dan Ketenagakerjaan.

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah, dengan Kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang,
Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;

2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan
Infrastruktur Wilayah;

3) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan
Informatika.

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial

Kemasyarakatan dan Pemerintahan, dengan Kegiatan :
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7.

1) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan
Sosial;

2) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya
Manusia dan Kebudayaan;

3) Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata
Pemerintahan;

4) Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Program Penelitian dan Pengembangan.
Kegiatan :

1) Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah.
2) Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah.
Program Tata Kelola Pemerintahan

Kegiatan :

1) Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset.
2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3) Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
Perkantoran.

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur.

5) Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan.

Urusan Statistik.

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.
Kegiatan :

1) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan.

2.5 Anggaran per kegiatan

Anggaran kegiatan pada Tahun 2023, sebagai berikut :

PAGU
KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN EFISIENSI

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
PERENCANAAN 56.650.193.305,00
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI 7.116.984.880,00
PEMBANGUNAN DAERAH

1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 3.137.113.000,00

1.01 0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu 547.956.000,00
Strategis Pembangunan Daerah

1.01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan 819.338.000,00
Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

1.01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 222.095.000,00

1.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat 37.800.000,00
Daerah/Lintas Perangkat Daerah

1.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi 898.124.000,00

1.01 0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan 611.800.000,00
Pembangunan Daerah Provinsi

1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang 823.692.600,00
Perencanaan Pembangunan Daerah

1.02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan 187.313.000,00
Pembangunan Daerah

1.02 0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan 200.326.000,00
Pembangunan Perangkat Daerah
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PAGU
KODE URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN EFISIENSI

1.02 0003 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan 203.928.800,00
Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

1.02 0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah 232.124.800,00
Provinsi

1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan 2.650.000.000,00
Pembangunan Daerah

1.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan 1.414.107.350,00
Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi

1.03 0002 Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 446.269.850,00

1.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan 50.000.000,00
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1.03 0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan 739.622.800,00
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang 506.179.280,00
Pembangunan Daerah

1.04 0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di 297.552.000,00
Bidang Pembangunan Daerah

1.04 0002 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan 129.347.280,00
Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

1.04 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang 79.280.000,00
Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN 4.400.000.000,00
PEMBANGUNAN DAERAH

1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan 2.900.000.000,00
Pembangunan Manusia

1.01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 144.697.000,00
Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

1.01 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 27.840.000,00
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

1.01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 104.890.000,00
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

1.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 1.022.573.000,00
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

1.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 177.474.800,00
Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

1.01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 61.048.000,00
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

1.01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 291.050.000,00
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan
Manusia

1.01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 1.070.427.200,00
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber 900.000.000,00
Daya Alam)

1.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 19.488.000,00
Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

1.02 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 10.988.000,00
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

1.02 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 122.600.000,00
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

1.02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 246.924.000,00
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

1.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 106.700.000,00
Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

1.02 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan 98.000.000,00
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

1.02 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 173.500.000,00
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

1.02 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 121.800.000,00
Pembangunan Daerah Bidang SDA

1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 600.000.000,00

1.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 74.426.000,00
Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

1.03 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 32.500.000,00
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

1.03 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 205.488.000,00
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

1.03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 130.050.000,00
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

1.03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 28.024.000,00
Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPIJMD dan RKPD)

1.03 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 21.324.000,00
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

1.03 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen 72.924.000,00
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

1.03 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan 35.264.000,00
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 45.133.208.425,00
PROVINSI
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1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 500.085.900,00
Daerah

1.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 379.569.700,00
Daerah

1.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 13.100.000,00

1.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD 7.940.000,00

1.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.000.000,00

1.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 8.000.000,00

1.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 30.328.000,00
Realisasi Kinerja SKPD

1.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.148.200,00

1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 36.268.635.605,00

1.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 35.810.835.605,00

1.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 440.765.000,00

1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 3.650.000,00
SKPD

1.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 250.000,00

1.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.050.000,00

1.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 750.000,00

1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 9.125.000,00
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

1.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 210.000,00

1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada 11.868.960,00
Perangkat Daerah

1.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.683.520,00

1.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang 5.352.960,00
Milik Daerah pada SKPD

1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.832.480,00

1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 139.525.600,00

1.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 97.600.000,00

1.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4.425.600,00

1.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 37.500.000,00
Tugas dan Fungsi

1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.506.089.980,00

1.06 0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 63.874.900,00

1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 334.575.100,00

1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 78.652.000,00

1.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 436.800.000,00

1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 126.937.280,00

1.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 14.302.700,00

1.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 48.562.000,00

1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 351.412.000,00

1.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.200.000,00

1.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 46.774.000,00
Berbasis Elektronik pada SKPD

1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 159.422.000,00
Daerah

1.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

1.07 0005 Pengadaan Mebel

1.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.422.000,00

1.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 100.000.000,00
Lainnya

1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 3.423.628.080,00
Pemerintahan Daerah

1.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.934.400,00

1.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 432.990.000,00

1.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 97.704.000,00

1.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.876.999.680,00

1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 3.123.952.300,00
Pemerintahan Daerah

1.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 281.656.400,00
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 1.167.448.100,00
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 160.435.000,00

1.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 71.700.000,00

1.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 1.442.712.800,00
Bangunan Lainnya
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.202.355.966,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.202.355.966,00

1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan 875.950.500,00
Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

1.01 0001 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan 725.950.500,00
Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
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1.01 0003 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan 50.000.000,00
Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1.01 0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan 50.000.000,00
Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi

1.01 0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 50.000.000,00

1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 114.702.000,00

1.02 0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 114.702.000,00

1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan 654.148.400,00
Pembangunan

1.03 0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 50.000.000,00

1.03 0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 50.000.000,00

1.03 0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 554.148.400,00

1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 557.555.066,00

1.04 0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi 200.000.000,00
dan Inovasi

1.04 0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan 200.000.000,00
Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

1.04 0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil 100.000.000,00
Kelitbangan

1.04 0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 57.555.066,00

Jumlah 55.291.241.346,00

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi
Banten Tahun 2023 merupakan tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan yang akan

dicapai oleh para pejabat di Bappeda Provinsi Banten pada Tahun 2023.

Dengan demikian, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus
diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun
nanti dan akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat

tersebut oleh Gubernur Banten

Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen
pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu

peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat tersebut
mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dimana mekanismenya diatur kemudian dalam Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut adalah ringkasan target kinerja

yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Banten Tahun 2023;

29



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah-Bappeda Provinsi Banten 2023

Target Kinerja Berdasarkan Sasaran (Ess. Il)

Penelitian dan Penerapan
Inovasi Daerah

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN | TARGET

1 2 3 4 5

1 | Meningkatnya kinerja Nilai Komponen Kategori/ 45
Perencanaan Perencanaan dan Nilai
Pembangunan Daerah Pengukuran Pada Penilaian
Yang Berkualitas SAKIP Provinsi

2 | Meningkatnya Capaian SAKIP (Sistem Nilai 70-80
Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Instansi Pemerintah) OPD
Pemerintah

3 | Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah Level Sangat
Pemanfaatan Hasil Inovasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten akan mewujudkan

target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian, dalam rangka mencapai target

kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

kami.

30



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah-Bappeda Provinsi Banten 2023 -

BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur
untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan
organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi
yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan
realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan

evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai
dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan,
pelaksanaan, maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Di samping itu,
ndikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari rganisasi/unit kerja
yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka encapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indicator kinerja, sulit bagi kita untuk
menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan-program-kegiatan pada
instansi/unit kerja pelaksananya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai
wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan

datang.

3.1. Capaian Kinerja BAPPEDA

Sebelum menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran kinerja sebagai
akibat dilakukannya aktivitas, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai
perencanaan kinerja. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses
penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh
instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja
ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada

pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dangan
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agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi

untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana
capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran
Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT
(Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian

terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu
memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :
a. lJika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin

baik, maka rumus yang digunakan adalah :

Realisasi

% PRTC = W x 100%

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin

rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

Rencana—(Realisasi—Rencana)

% PRTC = x 100%

Rencana

Keterangan : PRTC adalah Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Skala Penilaian:

Tabel T-E.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI
KINERJA

1) 91% < 100% Sangat tinggi

(2) 76% < 90% Tinggi

§) 66% < 75% Sedang

(4) 51% < 65% Rendah

() < 50% Sangat Rendah

Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah
disampaikan dalam formulir Perjanjian Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap

rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
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3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu
penilaian secara mandiri oleh Bappeda Provinsi Banten terhadap hasil pengukuran
kinerja kegiatan dan kinerja sasaran berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Data
Perencanaan Dan Manajemen Kinerja Banten.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal — hal yang mendukung keberhasilan
sekaligus hal — hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian
target. Diupayakan pula menginventarisir langkah — langkah antisipasi yang akan
dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa — masa yang akan
datang.

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:

33



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah-Bappeda Provinsi Banten 2023

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Meningkatnya Capaian SAKIP Nilai 70-80 82,00 102,50 8,00 - 70-80 102,50
akuntabilitas kinerja (Sistem

penyelenggaraan Akuntabilitas

pemerintahan pada Kinerja Instansi

Perangkat Daerah Pemerintah) OPD

Meningkatnya Nilai SAKIP pada nilai 45 42,19 93,76 1,34 - 51 82,73
Kinerja Komponen

Perencanaan Perencanaan dan

Pembangunan Pengukuran

Daerah

yang Berkualitas

Meningkatnya Indeks Inovasi level Sangat Inovatif 84,02 0,00 0,00 Sangat 84,02
pemanfaatan hasil Daerah Inovatif (50,41) Inovatif

penelitian
pengembangan dan
penerapan inovasi
daerah
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3.1.2 Perbandingan Antara Reaisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan
Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja
tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja

TAHUN | TAHUN TAHUN TAHUN
NO TUJUAN / INDIKATOR 2019 2020 2021 2022 AN AT
SR NEERS REALI | REALI | REALI | REALIS | T occr | mEALISASI
SASI SASI SASI ASI
| Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,
transparan, akuntabel, dam sumber daya aparatur berintegrasi, berkompetensi serta melayani.
Perencanaan dan | Nl Komporen
Penuanagaran Perencanaan
1 9angg dan Pengukuran | 58,33 | 8530% | 75% 75 85 82,00
Pembangunan S
Daerah yang Pad_a Penllgla_n
berkualitas Sakip Provinsi
Meningkatnya Capaian SAKIP
penyelenggaraan (Sistem
2 | pemerintah yang Akuntabilitas 79,63 BB 83,59% 73,6 70-80 42,19
Akuntabel, Efektif, Kinerja Instansi
dan Efisien Pemerintah)
Meningkatnya
Ketersediaan data
3 | daninformasi Maturitas SIPD 100% 80 80
perencanaan
pembangunan
secara elektronik
Meningkatnya Level
Penelitian dan Indeks Inovasi o o Inovatif
4 pengembangan Daerah 100 70% 100% 100 Sang"’!‘ (50,41)
. Inovatif
yang berkualitas

3.1.3 Perbandingan Reaisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka
Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target
jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Periode 2023-2026 diuraikan
sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

TAHUN 2023 TARGET
NO TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA AKHIR
TARGET REALISAS| | RENSTRA
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah
yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,
| transparan, akuntabel, dam sumber daya
aparatur berintegrasi, berkompetensi serta
melayani.
Meningkatnya Nilai Komponen
Perencanaan dan Perencanaan dan
1 Penganggaran 85 82,00 85
Pengukuran Pada
Pembangunan . . o
Penilaian Sakip Provinsi
Daerah yang
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TAHUN 2023 TARGET
NO TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA AKHIR
TARGET REALISASI | RENSTRA
berkualitas
Meningkatnya
penyelenggaraan Capaian SAKIP (Sistem
2 pemerintah yang Akuntabilitas Kinerja 70-80 42,19 70-80
Akuntabel, Efektif, dan | Instansi Pemerintah)
Efisien
Menln_gkatnya Level . Level
Penelitian dan . Inovatif
3 engembangan yang Indeks Inovasi Daerah Sangat (50,41) Sangat
pengem y Inovatif ’ Inovatif
berkualitas

3.1.4 Perbandingan Reaisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional (jika Ada)

Sasaran Program Kegiatan pada anggaran belanja daerah Badan

merujuk atau bisa disandingkan dengan standar Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten tidak terdapat standar yang

3.1.5 Analisi Penyebab Keberhasilan /Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja

Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisi penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, Solusi dan Alternatif Solusi

REALIS | CAPAI ANALISIS ALTERNATIF SOLUSI
NO TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA | TARGET ASI AN (%) KEBERHASILAN/KEGAGALAN SOLUSI YANG DILAKUKAN
| Terwujudnya kelembagaan
pemerintahan daerah yang
berakhlakul karimah dengan
efektif, efisien, transparan,
akuntabel, dam sumber daya
aparatur berintegrasi,
berkompetensi serta
melayani.
1 Meningkatnya Perencanaan Capaian Kesesuaian 80 82,00 102,50 | Bappeda melakukan Menguatkan aspek-aspek Melakukan pembinaan
dan Penganggaran dengan Parameter penyusunan dokumen kriteria yang belum sesuai terhadap Kabupaten/Kota
Pembangunan Daerah yang Penilaian Dokumen perencanaan dengan Kriteria PPD dengan melihat dalam persiapan PPD,
berkualitas Perencanaan Daerah memperhatikan Kriteria dan evaluasi PPD tahun lalu terutama dalam
Aspek pembangunan yang pengembangan inovasi daerah
disinkronkan dengan
Penghargaan pembangunan
Daerah (PPD) Bappenas
2 Meningkatnya Penilaian 85 42,19 93,76 Bappeda memperkuat 4 aspek Menyusun dokumen Memperkuat sistem
penyelenggaraan pemerintah | Perencanaan, dalam komponen SAKIP sesuai Perencanaan dan perencanaan dan pengendalian
yang Akuntabel, Efektif, dan Pengukuran, dengan Permenpan 88 tahun Pengendalian kinerja berbasis digital
Efisien pelaporan dan 2021 tentang Evaluasi AKIP berdasarkan komponen
capaian kinerja SAKIP dan rekomendasi AKIP
tahun sebelumnya
3 Meningkatnya Penelitian dan Cakupan Penelitian 100 Inovati 84,02 Bappeda menguatkan Kajian yang dihasilkan Mendorong peningkatan
pengembangan yang dan pengembangan f penyusunan kajian berdasarkan menjadi basis data atau basis | pemanfaatan/implementasi
berkualitas (50,41 permasalahan pembangunan penyusunan dari dokumen hasil kajian

)

perencanaan pembangunan
Provinsi maupun OPD

37




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah-Bappeda Provinsi Banten 2023 -

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya Anggaran disajikan pada

tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO Tujuan / Indikator rm:.rja Capai Anggaran Canai Tingkat
Sasaran Kinerja Target eiilsa a;:‘ala Target Realisasi a;ra‘ala Effisiensi
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan
efektif, efisien, transparan, akuntabel, dam sumber daya aparatur berintegrasi,
berkompetensi serta melayani.
Meningkat
nya Capaian
Perencanaa Kesesuaian
n dan dengan
Penganggar 42.41
an parameter | 7080 | 8200 | 10250 | 4.148 | Foa0> | 95,41
Pembangu Penilaian 646 .
Dokumen ’ ’ 7,00
nan 00
Daerah Perencanaa
n Daerah

yang
berkualitas
Meningkat Capaian
DZE elen; Sakip
penyeiengg | (sistem 9.387
araan Akuntabilit 041. | /7039
pemerintah X . 85 42,19 93,76 . . 75.250, 82,07

an. as Kinerja 900,0 00
yang Instansi 0
Akuntabel, Pemerintah
Efektif, dan )
Efisien
Meningkat
nya Cakupan 3.490
Penelitian Penelitian Inovati (')5 0 3.239.1
dan dan 100 f 84,02 éOO 0 03.180, | 92,81
pengemban | pengemban (50,41) 0 ’ 00
gan yang gan
berkualitas
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Jika di melihat dari Penyerapan realisasi Anggaran BAPPEDA
sebesar 92,95% pada desember 2023, Maka anggaran telah cukup
memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kinerja
BAPPEDA tahun 2023.

Jika melihat total sumber daya manusia pada BAPPEDA sebesar 174
orang, terdiri dari ASN sebesar 88 orang dan Non ASN sebesar 86 orang,
dan membandingkan Jumlah Total Pegawai menurut Peraturan Gubernur
Banten Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Analis Jabatan dan Analis Beban
Kinerja Pada Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten
sebesar 261 orang terdiri dari jabatan pimpinan tinggi 1 orang, jabatan
administrator 6 orang, jabatan Pengawas 18 orang, jabatan pelaksana 137
orang dan jabatan fungsional 99 orang, maka BAPPEDA masih kurang

ideal.
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3.1.7 Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pecapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pecapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel
dibawah ini:

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Penyusunan Jumlah 5,00 375.277.600 5,00 332.426.045 | 100,00 88,58 Kurangnya - SDM yang (>dokumen
Dokumen Dokumen Koordinasi mendukung dalam perencanaan evaluasi
Perencanaan | Perencanaan dengan penyusunan dan pelaporan perangkat
Perangkat Perangkat Bidang-Bidang | dokumen daerah
Daerah Daerah (Satuan perencanaan yang sesuai

: Dokumen) - Koordinasi bagian | parameter)/(3dokum
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
perencanaan en perencanaan
dengan evaluasi dan
pendamping pelaporan perangkat
mempercepat daerah yang disusun )
output yang x100
dihasilkan
Koord | Jumlah 2,00 2,00 100,00 100,00 Integrasi SIPD - SDM yang Jumlah Dokumen RKA
inasi dan Dokumen RKA- 12.096.200,00 12.096.200,0 Go.id dengan mendukung dalam SKPD + Laporan Hasil
Penyusunan SKPD dan 0 SIPD Rl harus penyusunan Koordinasi
Dokumen Laporan Hasil input ulang dokumen penyusunan Dokumen
RKA- SKPD Koordinasi datanya perencanaan RKA-SKPD
Penyusunan - Koordinasi bagian
Dokumen RKA- perencanaan
SKPD (Satuan : dengan
Dokumen) pendamping
mempercepat
output yang
dihasilkan
Koord | Jumlah 2,00 7.899.500,00 2,00 100,00 100,00 tidak ada tidak ada Jumlah Dokumen
inasi dan Dokumen 7.899.500,00 Perubahan RKA-SKPD
Penyusunan Perubahan RKA- + Laporan Hasil
Dokumen SKPD dan Koordinasi
Perubahan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD Koordinasi Perubahan RKA-SKPD
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD (Satuan :
Dokumen)
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Koord | Jumlah 2,00 7.899.500,00 2,00 2,00 100,00 Integrasi SIPD - SDM yang Jumlah Dokumen DPA
inasi dan Dokumen DPA- 7.899.500,00 Go.id dengan mendukung dalam SKPD + Laporan Hasil
Penyusunan SKPD dan SIPD RI harus penyusunan Koordinasi
DPA-SKPD Laporan Hasil input ulang dokumen Penyusunan Dokumen
Koordinasi datanya perencanaan DPA-SKP
Penyusunan - Koordinasi bagian
Dokumen DPA- perencanaan
SKPD (Satuan : dengan
Dokumen) pendamping
mempercepat
output yang
dihasilkan
Koord | Jumlah 2,00 7.700.000,00 2,00 100,00 100,00 tidak ada tidak ada Jumlah Dokumen
inasi dan Dokumen 7.700.000 Perubahan DPA-SKPD
Penyusunan Perubahan DPA- + Laporan Hasil
Perubahan SKPD dan Koordinasi
DPA- SKPD Laporan Hasil Penyusunan Dokumen
Koordinasi Perubahan DPA-SKPD
Penyusunan
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD (Satuan :
Dokumen)
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Koord | Jumlah Laporan 12,00 12,00 100,00 99,72 keterlambatan | - SDM yang Jumlah Laporan
inasi dan Capaian Kinerja 32.120.000,00 32.028.525 penyampaian mendukung dalam Capaian Kinerja dan
Penyusunan dan Ikhtisar laporan penyusunan Ikhtisar Realisasi
Laporan Realisasi Kinerja dokumen Kinerja SKPD dan
Capaian SKPD dan perencanaan Laporan Hasil
Kinerja dan Laporan Hasil - Koordinasi bagian | Koordinasi
Ikhtisar Koordinasi perencanaan Penyusunan Laporan
Realisasi Penyusunan dengan Capaian Kinerja dan
Kinerja SKPD | Laporan pendamping Ikhtisar Realisasi
Capaian Kinerja mempercepat Kinerja SKPD
dan Ikhtisar output yang
Realisasi Kinerja dihasilkan
SKPD (Satuan :
Laporan)
Evalua | Jumlah Laporan 4,00 4,00 100,00 84,46 keterlambatan | - SDM yang Jumlah Laporan
si Kinerja Evaluasi Kinerja 13.829.600,00 11.680.775 penyampaian mendukung dalam Evaluasi Kinerja
Perangkat Perangkat evaluasi penyusunan Perangkat Daerah
Daerah Daerah (Satuan kinerja dari dokumen
: Laporan) bidang bidang | perencanaan
- Koordinasi bagian
perencanaan
dengan
pendamping
mempercepat
output yang
dihasilkan
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura.lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Administrasi Persentase 100 100 100,00 96,44 (>dokumen Administrasi
Keuangan Ketercapaian 31.946.430.92 30.808.581.2 Keuangan yang sesuai
Perangkat dari Seluruh 6 38 parameter) /(>dokumen
Daerah Kegiatan pada administrasi
Program Keuangan yang disusun
Penunjang ) x100
Urusan
Pemerintahan
Daerah Provinsi
Penyediaan Jumlah Orang 90,00 90 100,00 Tidak Ada Tidak Ada Jumlah Orang yang
Gaji dan yang Menerima 31.564.073.42 30.426.223.7 96 Menerima Gaji dan
Tunjangan Gajidan 6 38 Tunjangan ASN
ASN Tunjangan ASN
(Orang/Bulan)
Jumlah 12,00 12 100,00 Tidak Ada Tidak Ada Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Dokumen Hasil 365.345.000 365.345.000 100 Penyediaan Administrasi
Administrasi Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Administrasi
Tugas ASN Pelaksanaan
Tugas ASN
(Satuan :
Dokumen)
Pelaksanaan Jumlah 12,00 12 100 Tidak Ada Tidak Ada
Penatausaha | Dokumen 3.650.000 3.650.000 100
an dan Penatausahaan Jumlah Dokumen
Pengujian/Ve | dan Penatausahaan dan
rifikasi Pengujian/Verifi Pengujian/Verifikasi
Keuangan kasi Keuangan Keuangan SKPD
SKPD SKPD (Satuan :
Dokumen)
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Koordinasi Jumlah 12,00 12 100 Tidak Ada Tidak Ada
dan Dokumen Hasil 250.000 250.000 100 .
Pelaksanaan Koordinasi dan Jumlah Dqkumen Hasil
. Koordinasi
Akuntansi Pelaksanaan danPelaksanaan
SKPD Akuntansi SKPD .
Akuntansi SKPD
(Satuan :
Dokumen)
Koordinasi Jumlah Laporan 1,00 1 100 Tidak Ada Tidak Ada
dan Keuangan Akhir 3.050.000 3.050.000 100
Penyusunan Tahun SKPD dan Jumlah Laporan
Laporan Laporan Hasil Keuangan Akhir Tahun
Keuangan Koordinasi SKPD dan Laporan
Akhir Tahun Penyusunan Hasil Koordinasi
SKPD Laporan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Keuangan Akhir Tahun
Tahun SKPD SKPD
(Satuan :
Laporan)
Pengelolaan Jumlah 1,00 1 100 Tidak Ada Tidak Ada Jumlah Dokumen
dan Dokumen 750.000 750.000 100 Bahan Tanggapan
Penyiapan Bahan Pemeriksaan dan
Bahan Tanggapan Tindak Lanjut
Tanggapan Pemeriksaan Pemeriksaan
Pemeriksaan | dan Tindak
Lanjut
Pemeriksaan
(Satuan :
Dokumen)
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura.lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Koordinasi Jumlah Laporan 18,00 100 100 Tidak Ada Tidak Ada
dan Keuangan 9.125.000 9.125.000 100
Penyusunan Bulanan/
Laporan Triwulanan/Sem Jumlah Laporan
Keuangan esteran SKPD Keuangan Bulanan +
Bulanan/ dan Laporan Triwulanan +
Triwulanan/S | Koordinasi Semesteran SKPD
emesteran Penyusunan dalam
SKPD Laporan PenyediaanAdministra
Keuangan si Keuangan Perangkat
Bulanan/Triwula Daerah
nan/Semestera
n SKPD (Satuan :
Laporan)
Penyusunan Jumlah 1,00 100 100 Tidak Ada Tidak Ada
Pelaporan Dokumen 187.500 187.500 100
dan Ana!|5|s Pelap(?ran dan Jumlah Dokumen
Prognosis Analisis ..
Realisasi Prognosis Pelapora?n dan.Ana?I|5|s
. Prognosis Realisasi
Anggaran Realisasi Anggaran
Anggaran
(Satuan :
Dokumen)
Administrasi Persentase 100,00 6.480.000 100 6.456.236 100 99,63 (>dokumen Administrasi
Barang Milik Ketercapaian Barang
Daerah pada dari Seluruh Milik Daerah yang
Perangkat Kegiatan pada sesuai
Daerah Program parameter)/(>dokumen
Penunjang administrasi
Urusan Barang Milik Daerah
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura.lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Pemerintahan yang disusun ) x100
Daerah Provinsi
Penyusunan Jumlah Rencana 2,00 2,00 100 99,55 tidak ada efesiensi kontrak Jumlah Rencana
Perencanaan | Kebutuhan 1.432.800,00 1.426.400,00 Kebutuhan Barang
Kebutuhan Barang Milik Milik Daerah SKPD
Barang Milik Daerah SKPD
Daerah SKPD | (Satuan:
Dokumen)
Rekonsiliasi Jumlah Laporan 4,00 4,00 100 99,58 tidak ada efesiensi kontrak Jumlah Laporan
dan Rekonsiliasi dan 3.945.600,00 3.928.836,00 Rekonsiliasi dan
Penyusunan Penyusunan Penyusunan Laporan
Laporan Laporan Barang Barang Milik Daerah
Barang Milik Milik Daerah pada SKPD
Daerah pada | pada SKPD
SKPD (Satuan :
Laporan)
Penatausaha | Jumlah Laporan 2,00 2,00 100 99,58 tidak ada efesiensi kontrak Jumlah Laporan
an Barang Penatausahaan 1.101.600,00 1.101.000,00 Penatausahaan Barang
Milik Daerah Barang Milik MilikDaerah pada
pada SKPD Daerah pada SKPD
SKPD (Satuan :
Laporan)
Administrasi Persentase 100,00 272.292.600 100 | 213.100.920 100 78,26 (>dokumen Administrasi
Kepegawaian Ketercapaian Kepegawaian yang
Perangkat dari Seluruh sesuai
Daerah Kegiatan pada parameter)/(Sdokumen
Program Administrasi
Penunjang Kepegawaian yang
Urusan disusun ) x100
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura.lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan Permasalahan Kineria Program
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan J g
Sub Kegiatan
Pemerintahan
Daerah Provinsi
Peningkatan Jumlah Unit 1,00 0 1,00 0 0
Sarana dan Peningkatan Banyaknya Unit dalam
Prasarana Sarana dan Peningkatan Sarana dan
Disiplin Prasarana Prasarana Disiplin
Pegawai Disiplin Pegawai Pegawai
(satuan : unit)
Pengadaan Jumlah Paket 90,00 90,00 100 96,91 efesiensi efesiensi kontrak Banyaknya Paket
Pakaian Dinas | Pakaian Dinas 97.000.000,00 94.005.000,0 kontrak Pakaian Dinas Beserta
Beserta Beserta Atribut 0 Atribut Kelengkapan
Atribut Kelengkapan dalam Pengadaan
Kelengkapan | (satuan : paket) Administrasi
nya Kepegawaian Perangkat
Daerah tahun berkenaan
Pendataan Jumlah 1,00 1,00 100 99,62 Keterlambatan | Menjalin Banvaknva Dokumen
dan Dokumen 4.512.600,00 4.495.500,00 informasi komunikasi antar yaKny
. . . Pendataan dan
Pengolahan Pendataan dan dalam instansi terkait - .
L . Pengolahan Administrasi
Administrasi Pengolahan pengolahan .
. . . Kepegawaian dalam
Kepegawaian | Administrasi data = .
Kepegawaian Administrasi
Pes Kepegawaian Perangkat
(Satuan :
Daerah tahun berkenaan
Dokumen)
Koordinasi Jumlah 1,00 1,00 100 99,48 Sering Meningkatkan jalin BanvaknvaDokumen
dan Dokumen Hasil 5.016.000,00 4.989.900,00 terjadinya komunikasi dan y v L
A . Hasil Koordinasi dan
Pelaksanaan Koordinasi dan perubahan koordinasi antar .
: Pelaksanaaan Sistem
Sistem Pelaksanaaan aturan baru lembaga dan . .
. . . Informasi Kepegawaian
Informasi Sistem kementrian
. . Perangkat Daerah tahun
Kepegawaian | Informasi
. berkenaan
Kepegawaian

48




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah-Bappeda Provinsi Banten 2023

Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
(Satuan :
Dokumen)

Monit | Jumlah 12,00 12,00 100 48,85 rendahnya Melakukan dan
oring, Dokumen 15.624.000,00 7.787.900,00 disiplin para menarapkan Banyaknya Dokumen
Evaluasi, dan | Monitoring, pegawai Peraturan tata Monitoring, Evaluasi,
Penilaian Evaluasi, dan tertib para pegawai | dan Penilaian Kinerja
Kinerja Penilaian Pegawai Perangkat
Pegawai Kinerja Pegawai Daerah Tahun

(Satuan : Berkenaan
Dokumen)

Pendi | Jumlah Pegawai 3,00 3,00 100 67,82 Keterbatasan Menyesuaikan Banyaknya Pegawai
dikan dan Berdasarkan 150.140.000,0 101.822.620, undangan dan | jadwal undangan Berdasarkan Tugas dan
Pelatihan Tugas dan 0 00 jumlag peserta | serta menjalin Fungsi yang Mengikuti
Pegawai Fungsi yang diklat komunikasi dan Pendidikan dan
Berdasarkan Mengikuti koordinasi dengan Pelatihan dalam
Tugas dan Pendidikan dan BPSDM Administrasi
Fungsi Pelatihan Kepegawaian Perangkat

(satuan : orang) Daerah tahun berkenaan

Sosiali | Jumlah Orang 100,00 0 0,00 0 0 0 Optimalisasi Banyaknya Orang yang
sasi yang Mengikuti Anggaran Tahun Mengikuti Sosialisasi
Peraturan Sosialisasi 2023 Peraturan Perundang-
Perundang- Peraturan Undangan dalam
Undangan Perundang- Administrasi

Undangan Kepegawaian Perangkat
(satuan : orang) Daerah tahun berkenaan
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura.lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Administrasi Persentase 100,00 | 1.547.903.500 | 100,00 | 1.219.160.05 | 100,00 78,86 Capaian kesesuaian
Umum Ketercapaian 4 dengan Parameter
Perangkat dari Seluruh penilaian Dok
Daerah Kegiatan pada administrasi Umum
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Provinsi
Penye | Jumlah Paket 1,00 1,00 100 99,04 tidak ada efesiensi kontrak Banyaknya Paket
diaan Komponen 82.437.000,00 81.645.200,0 Komponen Instalasi
Komponen Instalasi 0 Listrik/Penerangan
Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang
Listrik/Penera | an Bangunan Disediakan dalam
ngan Kantor yang Penyediaan Administrasi
Bangunan Disediakan Umum Perangkat
Kantor (satuan : paket) Daerah pada tahun
berkenaan
Penye | Jumlah Paket 4,00 4,00 100 90,24 tidak ada efesiensi kontrak Banyaknya Paket
diaan Peralatan dan 390.175.500,0 352.112.450, Peralatan dan
Peralatan dan | Perlengkapan 0 00 Perlengkapan Kantor
Perlengkapan | Kantor yang yang Disediakan dalam
Kantor Disediakan Penyediaan Administrasi
(satuan : paket) Umum Perangkat
Daerah pada tahun
berkenaan
Penye | Jumlah Paket 4,00 4,00 100 97,51 tidak ada efesiensi kontrak Banyaknya Paket
diaan Peralatan 118.361.000,0 115.418.650, Peralatan Rumah Tangga
Peralatan Rumah Tangga 0 00 yang Disediakan dalam
Rumah yang Disediakan Penyediaan Administrasi
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Tangga (satuan : paket) Umum Perangkat
Daerah pada tahun
berkenaan
Penyediaan Jumlah Paket 12,00 12,00 100 86,13 tidak ada efesiensi kontrak Banyaknya Paket Bahan
Bahan Bahan Logistik 370.800.000,0 319.353.910, Logistik Kantor yang
Logistik Kantor yang 0 00 Disediakan dalam
Kantor Disediakan Penyediaan Administrasi
(Satuan: Umum Perangkat
Dokumen) Daerah pada tahun
berkenaan
Penyediaan Jumlah Paket 2,00 2,00 100 98,48 tidak ada efesiensi kontrak Banyaknya Paket Barang
Barang Barang Cetakan 139.356.700,0 137.248.100, Cetakan dan
Cetakandan | dan 0 00 Penggandaan yang
Penggandaan | Penggandaan Disediakan dalam
yang Disediakan Penyediaan Administrasi
(satuan : paket) Umum Perangkat
Daerah pada tahun
berkenaan
Penyediaan Jumlah Paket 1,00 1,00 100 96,19 tidak ada efesiensi kontrak Banyaknya Paket Bahan
Bahan/Mater | Bahan/Material 17.675.700,00 17.003.000,0 /Material yang
ial yang Disediakan 0 disediakan dalam
(satuan : paket) Penyediaan
Bahan/Material
Fasilitasi Jumlah Laporan 12,00 12,00 100 57,35 Terbatasnya Menyesuaikan Banyaknya Laporan
Kunjungan Fasilitasi 30.342.500,00 17.402.405,0 aktivitas agenda jadwal Fasilitasi Kunjungan
Tamu Kunjungan 0 kunjungan kunjungan tamu Tamu dalam Penyediaan
Tamu (Satuan : tamu dari luar Administrasi Umum
Laporan) Perangkat Daerah pada
tahun berkenaan
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Penyelenggar | Jumlah Laporan 12,00 12,00 100 43,92 Keterbatasan Penambahan Banyaknya Laporan
aan Rapat Penyelenggaraa 384.910.000,0 165.222.774, Jumlah jumlah pegawai Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi n Rapat 0 00 Pegawai yang untuk melakukan Koordinasi dan
dan Koordinasi dan melakukan dinas luar Konsultasi SKPD dalam
Konsultasi Konsultasi SKPD tugas dinas Penyediaan Administrasi
SKPD (Satuan : luar Umum Perangkat
Laporan) Daerah pada tahun
berkenaan
Penatausaha | Jumlah 11,00 11,00 100 99,52 kurangnya memliki Banyaknya Dokumen
an Arsip Dokumen 6.900.000,00 6.867.165,00 fasilitas/ruang | ruang/fasilitas Penatausahaan Arsip
Dinamis pada | Penatausahaan untuk tersendiri dan Dinamis pada SKPD
SKPD Arsip Dinamis penataan arsip | memadai dalam Penyediaan
pada SKPD Administrasi Umum
(Satuan : Perangkat Daerah pada
Dokumen) tahun berkenaan
Dukungan Jumlah 1,00 1,00 100 99,15 sering percepatan Banyaknya Dokumen
Pelaksanaan Dokumen 6.945.100,00 6.886.400,00 terjadinya perbaikan sistem Dukungan Pelaksanaan
Sistem Dukungan gangguan jaringan Sistem Pemerintahan
Pemerintaha | Pelaksanaan sistem Berbasis Elektronik pada
n Berbasis Sistem SKPD dalam Penyediaan
Elektronik Pemerintahan Administrasi Umum
pada SKPD Berbasis Perangkat Daerah pada
Elektronik pada tahun berkenaan
SKPD (Satuan :
Dokumen)
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura.|3n Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Pengadaan Persentase 100,00 | 1.569.239.080 | 100,00 | 1.489.074.90 | 100,00 94,89 Capaian kesesuaian
Barang Milik Ketercapaian 0 dengan Parameter
Daerah dari Seluruh penilaian Unit Barang
Penunjang Kegiatan pada Milik Daerah
Urusan Program
Pemerintah Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintahan
Daerah Provinsi
Pengadaan Jumlah Paket 5,00 5,00 100 94,89 tidak ada efesiensi kontrak Banyaknya Unit
Peralatan dan | Peralatan dan 1.029.515.400 954.305.600, Peralatan dan Mesin
Mesin Mesin Lainnya ,00 00 Lainnya yang Disediakan
Lainnya yang Disediakan dalam Pengadaan
(satuan : paket) Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah pada
tahun berkenaan
Penyediaan Jasa | Persentase 100,00 | 3.406.386.540 | 100,00 | 3.335.648.05 | 100,00 97,92 Capaian kesesuaian
Penunjang Ketercapaian 0 dengan Parameter
Urusan dari Seluruh penilaian Penyediaan
Pemerintahan Kegiatan pada Jasa Penunjang Urusan
Daerah Program Pemerintah Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Provinsi
Penyediaan Jumlah Laporan 12,00 12,00 100 99,51 keterbatasan Penambahan Jumlah Laporan
Jasa Surat Penyediaan Jasa 18.583.200,00 18.492.000,0 tenaga tenaga administrasi | Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Surat Menyurat 0 administrasi Menyurat
(Satuan :
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura.lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Laporan)
Penyediaan Jumlah Laporan 12,00 12,00 100 89,69 tidak ada selalu tepat waktu Jumlah Laporan
Jasa Penyediaan Jasa 420.058.100,0 376.745.336, Penyediaan Jasa
Komunikasi, Komunikasi, 0 00 Komunikasi, Sumber
Sumber Daya | Sumber Daya Daya Air dan Listrik yang
Air dan Listrik | Air dan Listrik Disediakan
yang Disediakan
(Satuan :
Laporan)
Penyediaan Jumlah Laporan 12,00 12,00 100 99,17 tidak ada efesiensi kontrak Jumlah Laporan
Jasa Penyediaan Jasa 80.650.800,00 79.980.000,0 Penyediaan Jasa
Peralatan dan | Peralatan dan 0 Peralatan dan
Perlengkapan | Perlengkapan Perlengkapan Kantor
Kantor Kantor yang yang Disediakan
Disediakan
(Satuan :
Laporan)
Penyediaan Jumlah Laporan 12,00 12,00 100 99,08 tidak ada menyesuaikan Jumlah Laporan
Jasa Penyediaan Jasa 2.887.094.440 2.860.430.71 berdasarkan waktu | Penyediaan Jasa
Pelayanan Pelayanan ,00 4,00 dan kebutuhan Pelayanan Umum Kantor
Umum Umum Kantor yang Disediakan
Kantor yang Disediakan
(Satuan :
Laporan)
Pemeliharaan Persentase 100,00 | 3.208.593.600 | 100,00 | 2.982.516.13 | 100,00 92,95 (>Pemeliharan Barang
Barang Milik Ketercapaian 4 Milik Daerah Penunjang
Daerah dari Seluruh yang sesuai
Penunjang Kegiatan pada parameter)/(SPemeli
Urusan Program haraan Barang Milik
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura.lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Pemerintahan Penunjang Daerah Penunjang yang
Daerah Urusan Tersedia ) x100
Pemerintahan
Daerah Provinsi

Penyediaan Jumlah 7,00 7,00 100 97,97 tidak ada selalu terpenubhi
Jasa Kendaraan 280.198.300,0 274.509.385, dan tepat waktu
Pemeliharaan | Perorangan 0 00
, Biaya Dinas atau Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan | Kendaraan Perorangan Dinas atau
dan Pajak Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan yang Dipelihara yang Dipelihara dan
Perorangan dan Dibayarkan Dibayarkan Pajaknya
Dinas atau Pajaknya
Kendaraan (satuan : unit)
Dinas Jabatan
Penyediaan Jumlah 69,00 69,00 100 85,21 tidak ada selalu terpenubhi Jumlah Kendaraan Dinas
Jasa Kendaraan 1.160.420.300 988.839.899, dan tepat waktu Operasional atau
Pemeliharaan | Dinas ,00 00 Lapangan yang
, Biaya Operasional Dipelihara dan
Pemeliharaan | atau Lapangan Dibayarkan Pajaknya
, Pajak dan yang Dipelihara
Perizinan dan Dibayarkan
Kendaraan Pajak dan
Dinas Perizinannya
Operasional (satuan : unit)
atau
Lapangan
Pemeliharaan | Jumlah Paket 5,00 5,00 100 95,75 tidak ada efesiensi kontrak Jumlah Peralatan dan
Peralatan dan | Peralatan dan 202.430.200,0 193.836.850, Mesin Lainnya yang
Mesin Mesin Lainnya 0 00 Dipelihara
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura.|3n Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Lainnya yang Dipelihara
(satuan : paket)
Pemeliharaan | Jumlah Gedung 1,00 1,00 100 98,57 tidak ada efesiensi kontrak Jumlah Gedung Kantor
/Rehabilitasi Kantor dan 93.000.000,00 916.713.000, dan Bangunan Lainnya
Gedung Bangunan 00 yang
Kantor dan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Dipelihara/
Lainnya Direhabilitasi
(satuan : unit)
Pemeliharaan | Jumlah Sarana 1,00 1,00 100 95,76 tidak ada efesiensi kontrak Jumlah Sarana dan
/Rehabilitasi dan Prasarana 635.544.800,0 608.617.000, Prasarana Gedung
Sarana dan Gedung Kantor 0 00 Kantor atau Bangunan
Prasarana atau Bangunan Lainnya yang
Gedung Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Kantor atau Dipelihara/
Bangunan Direhabilitasi
Lainnya (satuan : unit)
PROGRAM
PERENCANAAN
PENGENDALIAN, 6.116.472.83
DAN EVALUASI 100,00 | 7.456.615.000 100 0 100 82,03
PEMBANGUNAN
DAERAH
(Dokumen yang disusun
Persentase RPJPD/RPJMD/RPD yang
dokumen . o
perencanaan 100 ditetapkan dlbag.l target
yang disahkan dokumen yang disusun)
x 100
Presentase 95 Jumlah Program dalam
Konsistensi RKPD dibagi
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura.|3n Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Program dengan jumlah Program
RPJMD/ RPD dalam
kedalam RKPD RPJMD/RPD x 100
Persentase
ketersedian (Jumlah daftar data yang
data 100 terisi dibagi dengan
perencanaan daftar data) x 100
pembangunan
Persentase
p.engelc.)laan . (Jumlah aplikasi yang
sistem informasi . o
pembangunan 85 digunakan dibagi Jumlah
total kebutuhan aplikasi)
dan
. x 100
pengendalian
daerah
(¥Dokumen
T Persentase Pferencanaan yang
Perencanaan LD 100,00 | 3.587.966.000 | 100 | >12143575 1 449 87 s ML EUICENED
dan Pendanaan perenc.anaan 9 Perkada )/(>Dokumen
yang disahkan Perencanaan yang
Disusun) x100
Analisis Jumlah 1,00 1,00 100 88,19 tidak ada Jumlah Dokumen
Kondisi Dokumen 721.711.000,0 636.484.160, Rancangan Awal
Daerah, Rancangan Awal 0 00 RPJMD/RKPD (Sesuai
Permasalaha RPJMD/RKPD Kebutuhan jika RPJMD
n, dan Isu (Sesuai maka Rancangan
Strategis Kebutuhan jika Teknokratik)
Pembanguna | RPJMD maka
n Daerah Rancangan
Teknokratik)
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan

(Satuan :

Dokumen)
Koordinasi Jumlah 2,00 2,00 100 81.53 Target output Jumlah Telaahan
Penelaahan Telaahan 857.263.000,0 698.889.899, sudah tercapai Dokumen Perencanaan
Dokumen Dokumen 0 00 sehingga tidak Pembangunan Daerah
Perencanaan | Perencanaan diperlukan lagi
Pembanguna | Pembangunan koordinasi dan
n Daerah Daerah (Satuan sinkronisasi ke
dengan : Dokumen) luar daerah
Dokumen (pusat)
Kebijakan
Lainnya
Pelaksanaan Jumlah Berita 2,00 2,00 100 95.13 tidak ada Jumlah Berita Acara
Konsultasi Acara Konsultasi 511.508.000,0 486.582.400, Konsultasi Publik
Publik Publik (satuan 0 00

:Berita Acara)
Koordinasi Jumlah Berita 1,00 1,00 100 59.30 tidak ada Jumlah Berita Acara
Pelaksanaan Acara Forum 25.000.000,00 14.825.000,0 Forum Perangkat
Forum Perangkat 0 Daerah/Lintas Perangkat
Perangkat Daerah/Lintas Daerah
Daerah/Linta | Perangkat
s Perangkat Daerah (satuan
Daerah :Berita Acara)
Pelaksanaan Jumlah Berita 1,00 1,00 100 93.00 tidak ada Jumlah Berita Acara
Musrenbang Acara 541.084.000,0 526.926.500, Musrenbang Provinsi
Provinsi Musrenbang 0 00

Provinsi (satuan

:Berita Acara)
Koordinasi Jumlah 1,00 1,00 100 81.35 Hasil Audit Jumlah Dokumen
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura.lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Penyusunan Dokumen 931.400.000,0 757.727.800, Inspektorat Perencanaan
dan Perencanaan 0 00 Pembangunan Daerah
Penetapan Pembangunan Provinsi yang Ditetapkan
Dokumen Daerah Provinsi (RPJPD/RPJMD/RKPD)
Perencanaan | yang Ditetapkan
Pembanguna | (RPJPD/RPJMD/
n Daerah RKPD) (Satuan :
Provinsi Dokumen)
Analisis Data (>Dokumen Data dan
dan Informasi Persentase Informasi yang
Pemerintahan Ketersedian ditetapkan dengan
Daerah Bidang data 100,00 627.881.700 100 513.069.220 100 81,71 Perkada )/(>Dokumen
Perencanaan perencanaan Data dan Informasi yang
Pembangunan pembangunan Disusun) x100
Daerah
Analisis Data | Jumlah 2,00 2 100 Tidak Ada Jumlah Hasil Analisis
dan Informasi | Dokumen Hasil 148.533.600 98.976.830 66,64 Kendala Data untuk Penyusunan
Perencanaan | Analisis Data Kebijakan Perencanaan
Pembanguna | untuk Pembangunan Daerah
n Daerah Penyusunan (Semua Perencanaan
Kebijakan Pembangunan Daerah)
Perencanaan
Pembangunan
Daerah (Semua
Perencanaan
Pembangunan
Daerah) (Satuan
: Dokumen)
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Pembinaan Jumlah Orang 100,00 100 100 Tidak Ada Jumlah Orang yang
dan yang Dibina 110.180.900 93.625.630 84,97 Kendala Dibina dalam
Pemanfaatan | dalam Pemanfaatan Data dan
Data dan Pemanfaatan Informasi
Informasi Data dan
Perencanaan | Informasi
Pembanguna | (satuan:Orang)
n Perangkat
Daerah
Pembinaan Jumlah Sumber 16,00 16 100 Target output Pagu anggaran Jumlah Sumber Daya
dan Daya Manusia 134.000.000 94.290.130 70,37 sudah tercapai | disesuaikan dengan | Manusia Pemerintah
Pemanfaatan | Pemerintah sehingga tidak | kebutuhan kegiatan | Kabupaten/Kota yang
Data dan Kabupaten/Kota diperlukan lagi Dibina dalam
Informasi yang Dibina koordinasi dan Pemanfaatan Data dan
Pemerintaha | dalam sinkronisasi ke Informasi Pemerintahan
n Daerah Pemanfaatan luar daerah Daerah Bidang
Bidang Data (pusat) Perencanaan
Perencanaan | dan Informasi Pembangunan Daerah
Pembanguna | Pemerintahan
n Daerah Daerah Bidang
Kabupaten/K Perencanaan
ota Pembangunan
Daerah (satuan :
Orang)
Penyusunan Jumlah Buku 1,00 1 100 Tidak Ada Jumlah Buku Profil
Profil Profil 235.153.200 226.176.630 96,18 Kendala Pembangunan Daerah
Pembanguna | Pembangunan yang Diterbitkan
n Daerah Daerah yang
Provinsi Diterbitkan
(satuan : Buku)
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura.lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan Permasalahan Kineria Program
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan J g
Sub Kegiatan
P t T t Dok
ETETETE, ersentase (>Target Dokumen
Evaluasi dan dokumen Perencanaan
Pengendalian )/(>Realisasi Target
LEEREE dan evaluasi 2.076.551.81 Dokumen Perencanaan)
Bidang . 100,00 | 2.722.848.000 100 T 100 76,26
yang disusun 6 x100
Perencanaan .
sesuai target
Pembangunan
dalam satu
Daerah
tahun
Koordinasi Jumlah Laporan 17,00 1.657.786.000 17 100 Jumlah Laporan Hasil
Pengendalian | Hasil 1.247.145.90 75,23 Pengendalian
Perencanaan | Pengendalian 0 Perencanaan dan
dan Perencanaan Pelaksanaan
Pelaksanaan dan Pembangunan
Pembanguna | Pelaksanaan
n Daerah di Pembangunan
Provinsi (Satuan :
Laporan)
Pengendalian | Jumlah Kerja 1,00 244.528.000,0 1 100 - - Dilakukan Jumlah Kerja Sama
Pelaksanaan Sama Daerah 0 108.859.725 44,52 Ketidaksesuaia | penyesuaian pada Daerah yang
Kerja Sama yang n pekerjaan anggaran Dikoordinasikan
Daerah Dikoordinasikan dengan perubahan Pelaksanaannya
Pelaksanaannya penganggaran | - Koordinasi dengan
( satuan : Kerja murni Pimpinan terkait
Sama) - Kebijakan pelaksanaan TJSKBL
Pimpinan Provinsi
terkait TISKBL
Provinsi
Monitoring, Jumlah Laporan 1,00 407.616.000,0 1 100 Jumlah Laporan Hasil
Evaluasi dan Hasil Evaluasi 0 356.170.171 87,38 Evaluasi Kinerja
Penyusunan Kinerja Pembangunan Daerah
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura.lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Laporan Pembangunan
Berkala Daerah (Satuan
Pelaksanaan : Laporan)
Pembanguna
n Daerah
Fasilitasi/Eval | Jumlah 19,00 412.918.000,0 19 100 Tidak Ada Jumlah Dokumen
uasi Dokumen 0 364.376.020 88,24 Kendala Perencanaan
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perencanaan | Pembangunan Kabupaten/Kota yang
Pembanguna | Kabupaten/Kota Difasilitasi/Evaluasi
n Daerah yang
Kabupaten/K | Difasilitasi/Evalu
ota asi (Satuan :
Dokumen)
Implementasi Persentase 100,00 517.919.300 100 405.416.035 100 78,28 (>Data yang Tersedia
Sistem pengelolaan dalam sistem)/(3>Data
Informasi sistem yang diterapkan) x100
Pemerintahan informasi
Daerah di pembangunan
Bidang dan
Pembangunan pengendalian
Daerah daerah
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Pengelolaan Jumlah Data 1,00 1 247.168.180 100 Adanya Koordinasi dengan Jumlah Data dalam
Data dalam dalam Sistem 297.472.300 83,09 perubahan tenaga ahli Sistem Informasi
Sistem Informasi skema terkait Pemerintahan Daerah di
Informasi Pemerintahan modul Bidang Pembangunan
Pemerintaha | Daerah di pengendalian, Daerah yang Dikelola
n Daerah di Bidang evaluasi dan
Bidang Pembangunan pelaporan
Pembanguna | Daerahyang akibat
n Daerah Dikelola (Satuan pemisahan
: Dokumen) bidang,
sehingga perlu
dilakukan
efisiensi
belanja tenaga
ahliyang
berdampak
keterlambatan
pengembanga
n modul
tersebut
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Penerapan Jumlah 1,00 100 Output sudah | Pagu akan Jumlah Dokumen Hasil
Sistem Dokumen Hasil 75.886.800 61,87 tercapai disesuaikan dengan | Penerapan Sistem
Informasi Penerapan sehingga rapat | kebutuhan Informasi Pemerintahan
Pemerintaha | Sistem koordinasi Daerah di Bidang
n Daerah di Informasi dalam rangka Pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan penerapan
Pembanguna | Daerah di 46.948.205 sistem tidak di
n Daerah Bidang serap

Pembangunan

(Satuan:

Dokumen)
Pembinaan Jumlah 1,00 100 Tidak Ada Jumlah Dokumen Hasil
Sistem Dokumen Hasil 144.560.200 111.299.650 76,99 Kendala Pembinaan Sistem
Informasi Pembinaan Informasi Pemerintahan
Pemerintaha | Sistem Daerah di Bidang
n Daerah di Informasi Pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi
Pembanguna | Daerah di
n Daerah Bidang
Pemerintah Pembangunan
Provinsi Daerah

Pemerintah

Provinsi (Satuan

: Dokumen)
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Uraian Program,
Kegiatan, dan Sub

Kegiatan

Indikator
Kinerja
Program,
Kegiatan, dan
Sub Kegiatan

Target Realisasi Capaian (%)

Permasalahan

Kinerja Kinerja Kinerja | Keuangan

Keuangan

Keuangan

Upaya Mengatasi

Permasalahan

Rumus DO Indikator
Kinerja Program

Persentase
Sasaran dan
Program RKPD
Yang Konsisten
Dengan
RPJMD/RPD
Lingkup Bidang
Infrastruktur
dan
Kewilayahan

100

Jumlah Program dalam
RKPD dibagi dengan
jumlah Program dalam
RPJMD/RPD x 100

Persentase
sasaran dan
program RKPD
yang konsisten
dengan
RPJMD/RPD
lingkup Bidang
Pemerintahan
dan
Pembangunan
Manusia

100

Jumlah Program dalam
RKPD

dibagi dengan jumlah
Program

dalam RPJMD/RPD x 100

Persentase
Sasaran dan
Program RKPD
Yang Konsisten
Dengan
RPJMD/RPD
Lingkup Bidang
Perekonomian
dan

100

Jumlah Program dalam
RKPD

dibagi dengan jumlah
Program

dalam RPJMD/RPD x 100
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Pemerintaha
n

(RPJPD,
RPJMD dan
RKPD)

Penyusunannya
(RPJPD, RPJMD
dan RKPD)
(Satuan :
Dokumen)

Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Urélan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Sumberdaya
Alam
Koordinasi Persentase (>Target Dalam
Perencanaan sasaran dan RKPD)/(>Target dalam
Bidang program RKPD Renja PD) x100
Pemerintahan yang konsisten
dan dengan
Pembangunan | RPIMD/RPD 100,00 | 862.015.100 | 100 | 693.145.297 | 100 80,41
Manusia lingkup
Bidang
Pemerintahan
dan
Pembangunan
Manusia
Koordinasi Jumlah 2,00 2 100 99,61 Tidak ada Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen 33.351.000 33.220.570 Perencanaan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan | Pembangunan Bidang Pemerintahan
Pembanguna | Daerah Bidang yang Dikoordinir
n Daerah Pemerintahan Penyusunannya (RPJPD,
Bidang yang Dikoordinir RPJMD dan RKPD)
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan

Asistensi Jumlah 10,00 10 100 100,00 Tidak ada Jumlah Laporan Hasil
Penyusunan Perangkat 17.832.000 17.831.580 Asistensi Penyusunan
Dokumen Daerah yang Dokumen Perencanaan
Perencanaan | Mendapatkan Pembangunan Perangkat
Pembanguna | Asistensi dalam Daerah Bidang
n Perangkat Penyusunan Pemerintahan
Daerah Renstra/Renja
Bidang Bidang
Pemerintaha | Pemerintahan (
n satuan:

Perangkat

Daerah)
Pelaksanaan Jumlah 10,00 10 100 85,58 Serapan sppd Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil
Monitoring Perangkat 27.747.000 23.745.540 (transportasi) perjalanan dinas Monitoring dan Evaluasi
dan Evaluasi Daerah yang yang rendah agar dapat Penyusunan Dokumen
Penyusunan Mendapatkan karena dipergunakan Perencanaan
Dokumen Monitoring dan efisiensi biaya | fleksibel sesuai Pembangunan Perangkat
Perencanaan | Evaluasi dalam transportasi kebutuhan sesuai Daerah Bidang
Pembanguna | Penyusunan dengan lokasi dan Pemerintahan
n Renstra/Renja undangan
Perangkat Bidang
Daerah Pemerintahan (
Bidang satuan:
Pemerintaha | Perangkat
n Daerah)
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan

Koordinasi Jumlah Laporan 2,00 2 100 77,82 -Serapan sppd | - Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Hasil 357.070.000 277.878.662 yang rendah perjalanan dinas Sinkronisasi
Sinergitas Sinkronisasi karena agar dapat Renstra/Renja dengan
dan Renstra/Renja efisiensi biaya | dipergunakan RKPD/RPJMD pada
Harmonisasi dengan transportasi fleksibel sesuai Bidang Pemerintahan
Perencanaan | RKPD/RPJMD (perjalanan kebutuhan sesuai
Pembanguna | pada Bidang dinas sering dengan lokasi dan
n Daerah Pemerintahan kali tidak undangan
Bidang (Satuan : sesuai antara - diusulkan agar
Pemerintaha | Laporan) lokasi yang dapat diakomodir
n direncanakan di SIPD untuk

dengan lokasi belanja narasumber

undangan) internal 50%

-Silpa dari

narasumber

internal yang

hanya dapat

dibayarkan 50

%
Koordinasi Jumlah 4,00 4 100 87,60 Penetapan - SDM yang Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen 66.345.800 58.116.700 APBD mendukung dalam Perencanaan
Dokumen Perencanaan Perubahan percepatan Pembangunan Daerah
Perencanaan | Pembangunan yang kegiatan Bidang Pembangunan
Pembanguna | Daerah Bidang terlambat - Perlu dilakukan Manusia yang
n Daerah Pembangunan sehingga koordinasi dalam Dikoordinir
Bidang Manusia yang menyebabkan | proses Penyusunannya (RPJPD,
Pembanguna | Dikoordinir pelaksanaan perencanaan RPJMD dan RKPD)
n Penyusunannya kegiatan
Manusia (RPJPD, RPJMD kurang
(RPJPD, dan RKPD) optimal
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan

RPJMD dan (Satuan :
RKPD) Dokumen)
Asistensi Jumlah 10,00 10 100 99,71 Penetapan - SDM yang Jumlah Laporan Hasil
Penyusunan Pernagkat 8.163.000 8.139.000 APBD mendukung dalam Asistensi Penyusunan
Dokumen Daerah Yang Perubahan percepatan Dokumen Perencanaan
Perencanaan | Mendapatkan yang kegiatan Pembangunan Perangkat
Pembanguna | Asistensi Dalam terlambat - Perlu dilakukan Daerah Bidang
n Perangkat Penyusunan sehingga koordinasi dalam Pembangunan Manusia
Daerah Renstra / Renja menyebabkan | proses
Bidang Bidang pelaksanaan perencanaan
Pembanguna | Pembangunan kegiatan
n Manusia Manusia ( kurang

satuan : optimal

Perangkat

Daerah)
Pelaksanaan Jumlah 10,00 10 100 93,98 Penetapan - SDM yang Jumlah Laporan Hasil
Monitoring Perangkat 77.190.000 72.545.980 APBD mendukung dalam Monitoring dan Evaluasi
dan Evaluasi Daerah Yang Perubahan percepatan Penyusunan Dokumen
Penyusunan Mendapatkan yang kegiatan Perencanaan
Dokumen Monitoring Dan terlambat - Perlu dilakukan Pembangunan Perangkat
Perencanaan | Evaluasi Dalam sehingga koordinasi dalam Daerah Bidang
Pembanguna | Penyusunan menyebabkan | proses Pembangunan Manusia
n Perangkat Renstra / Renja pelaksanaan perencanaan
Daerah Bidang kegiatan
Bidang Pembangunan kurang
Pembanguna | Manusia ( optimal
n Manusia satuan:

Perangkat

Daerah)
Koordinasi Jumlah Laporan 4,00 4 100 79,97 Penetapan - SDM yang Jumlah Laporan Hasil
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura.lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Pelaksanaan Hasil 274.336.300 219.392.027 APBD mendukung dalam Sinkronisasi
Sinergitas Sinkronisasi Perubahan percepatan Renstra/Renja dengan
dan Renstra/Renja yang kegiatan RKPD/RPJMD pada
Harmonisasi dengan terlambat - Perlu dilakukan Bidang Pembangunan
Perencanaan | RKPD/RPJMD sehingga koordinasi dalam Manusia
Pembanguna | pada Bidang menyebabkan | proses
n Daerah Pembangunan pelaksanaan perencanaan
Bidang (Satuan : kegiatan
Pembanguna | Laporan) kurang
n Manusia optimal
Koordinasi Persentase (>Target Dalam
Perencanaan Sasaran dan RKPD)/(>Target dalam
Bidang Program RKPD Renja PD) x100
Perekonomian Yang Konsisten
dan SDA Dengan
(Sumber Daya RPJMD/RPD 100,00 562.899.800 100 457.824.955 100 81,33
Alam) Lingkup
Bidang
Perekonomian
dan Sumber
Daya Alam
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Koord | Jumlah 2,00 93.635.600 2,00 68.641.040 100 73,31 - Informasi - Intensitas Jumlah Dokumen

inasi Dokumen terkait Koordinasi dengan Perencanaan
Penyusunan Perencanaan optimalisasi OPD mitra terkait Pembangunan Daerah
Dokumen Pembangunan anggaran yang | penyusunan Bidang Perekonomian
Perencanaan | Daerah Bidang tidak jelas dokumen yang Dikoordinir
Pembanguna | Perekonomian - perencanaan akan Penyusunannya (RPJPD,
n Daerah yang Dikoordinir Keterlambatan | ditingkatkan. RPJMD dan RKPD)
Bidang Penyusunannya penyampaian '- Dukungan dari
Perekonomia | (RPJPD, RPJIMD dokumen pendamping OPD
n dan RKPD) renja dariopd | Bappeda sangat
(RPJPD, (Satuan : mitra. penting dalam
RPJMD dan Dokumen) '- keterbatasan | mempercepat
RKPD) waktu dalam penyusunan

penyusunan dokumen

dokumen perencanaan OPD

perencanaan mitra.
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Asistensi Jumlah 7,00 31.325.000 7,00 24.066.305 100 76,83 - Informasi - Intensitas Jumlah Laporan Hasil
Penyusunan Perangkat terkait Koordinasi dengan Asistensi Penyusunan
Dokumen Daerah yang optimalisasi OPD mitra terkait Dokumen Perencanaan
Perencanaan | Mendapatkan anggaranyang | penyusunan Pembangunan Perangkat
Pembanguna | Asistensi dalam tidak jelas dokumen Daerah Bidang
n Perangkat Penyusunan - perencanaan akan Perekonomian
Daerah Renstra/Renja Keterlambatan | ditingkatkan.
Bidang Bidang penyampaian '- Dukungan dari
Perekonomia | Perekonomian ( dokumen pendamping OPD
n satuan : renja dariopd | Bappeda sangat
Perangkat mitra. penting dalam
Daerah) '- keterbatasan | mempercepat
waktu dalam penyusunan
penyusunan dokumen
dokumen perencanaan OPD
perencanaan mitra.

Pelaks | Jumlah 7,00 84.412.000 7,00 70.072.270 100 83,01 - Keterbatasan | - Intensitas Jumlah Laporan Hasil
anaan Perangkat SDM pada Koordinasi dengan Monitoring dan Evaluasi
Monitoring Daerah yang OPD Mitra OPD mitra terkait Penyusunan Dokumen
dan Evaluasi Mendapatkan menjadi salah penyusunan Perencanaan
Penyusunan Monitoring dan satu dokumen Pembangunan Perangkat
Dokumen Evaluasi dalam penghambat perencanaan akan Daerah Bidang
Perencanaan | Penyusunan dalam ditingkatkan. Perekonomian
Pembanguna | Renstra/Renja penyampaian '- Dukungan dari
n Perangkat Bidang evaluasi pendamping OPD
Daerah Perekonomian ( kinerja. Bappeda sangat
Bidang satuan : penting dalam
Perekonomia | Perangkat mempercepat
n Daerah) penyusunan

dokumen
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan

perencanaan OPD

mitra.
Koordinasi Jumlah Laporan 4,00 93.636.300 4,00 79.872.700 100 85,3 - Informasi - Lebih cermat lagi Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Hasil terkait dalam menyusun Sinkronisasi
Sinergitas Sinkronisasi optimalisasi perencanaan Renstra/Renja dengan
dan Renstra/Renja anggaran yang | pelaksanaan RKPD/RPJMD pada
Harmonisasi dengan tidak jelas kegiatan. Bidang Perekonomian
Perencanaan RKPD/RPJMD '- Dukungan SDM
Pembanguna | pada Bidang Perencana dalam
n Daerah Perekonomian pelaksanaan
Bidang (Satuan : kegiatan
Perekonomia | Laporan)
n
Koordinasi Jumlah 4,00 24.447.900 4,00 21.247.610 100,00 86,91 OPD sering -SDM yang Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen telat dalam mendukung dalam Perencanaan
Dokumen Perencanaan mengumpulka | penyusunan Pembangunan Daerah
Perencanaan | Pembangunan n dokumen dokumen Bidang SDA yang
Pembanguna | Daerah Bidang hasil perencanaan di Dikoordinir
n Daerah SDA yang perencanaan OPD Penyusunannya (RPJPD,
Bidang SDA Dikoordinir - Koordinasi antara | RPJMD dan RKPD)
(RPJPD, Penyusunannya mitra, pendamping
RPJMD dan (RPJPD, RPJMD dan PPTK
RKPD) dan RKPD) mempercepat

(Satuan : proses
Dokumen) perencanaan
program dan
kegiatan
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Asistensi Jumlah 6,00 45.474.800 6,00 41.862.670, | 100,00 92,06 OPD sering - SDM yang Jumlah Laporan Hasil
Penyusunan Perangkat telat dalam mendukung dalam | Asistensi Penyusunan
Dokumen Daerah yang mengumpulka | penyusunan Dokumen Perencanaan
Perencanaan | Mendapatkan n dokumen dokumen Pembangunan Perangkat
Pembanguna | Asistensi dalam hasil perencanaan di Daerah Bidang SDA
n Perangkat Penyusunan perencanaan OPD
Daerah Renstra/Renja - Koordinasi antara
Bidang SDA Bidang SDA ( mitra, pendamping
satuan : dan PPTK
Perangkat mempercepat
Daerah) proses
perencanaan
program dan
kegiatan
Pelaksanaan Jumlah Laporan 6,00 88.307.000 6,00 76.606.490 100,00 86,75 OPD sering - SDM yang Jumlah Laporan Hasil
Monitoring Hasil lambat dalam mendukung dalam Monitoring dan Evaluasi
dan Evaluasi Monitoring dan melaporkan penyusunan Penyusunan Dokumen
Penyusunan Evaluasi bukti kinerja. dokumen Perencanaan
Dokumen Penyusunan Sistem perencanaan di Pembangunan Perangkat
Perencanaan | Dokumen penilaian OPD Daerah Bidang SDA
Pembanguna | Perencanaan kinerja tidak - Koordinasi antara
n Perangkat Pembangunan bisa digunakan | mitra, pendamping
Daerah Perangkat selama 1 dan PPTK
Bidang SDA Daerah Bidang tahun mempercepat
SDA (satuan: proses evaluasi
Perangkat kinerja
Daerah)
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura.lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Koordinasi Jumlah Laporan 4,00 101.661.200 4,00 75.455.870 100,00 74,22 OPD yang - SDM yang Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Hasil terkait dengan | mendukung dalam Sinkronisasi
Sinergitas Sinkronisasi tematik belum | penyusunan Renstra/Renja dengan
dan Renstra/Renja sinkron dalam | dokumen RKPD/RPJMD pada
Harmonisasi dengan perencanaan perencanaan di Bidang SDA
Perencanaan | RKPD/RPJMD dan OPD
Pembanguna | pada Bidang pelaksanaan - Koordinasi antara
n Daerah SDA (Satuan: pencapaian mitra, pendamping
Bidang SDA Laporan) tematik dan PPTK
mempercepat
proses sinkronisasi
renstra/Renja
dengan
RPJMD/RKPD
Koordinasi Persentase (>Target Dalam
Perencanaan Sasaran dan RKPD)/(>Target
Bidang Program RKPD dalam Renja PD) x100
Infrastruktur Yang Konsisten
dan Dengan
arTEvERE RPJMD/RPD 100,00 505.512.000 100 436.532.168 100 86,35
Lingkup Bidang
Infrastruktur
dan
Kewilayahan
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan

Koordinasi Jumlah 2,00 2,00 100,00 68,34 - perjalanan - dalam Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen 58.383.400,00 39.901.418,0 dinas sering pelaksanaan Perencanaan
Dokumen Perencanaan 0 kali tidak perjalanan dinas Pembangunan Daerah
Perencanaan | Pembangunan sesuai antara agar dapat Bidang Infrastruktur
Pembanguna | Daerah Bidang lokasi yang dipergunakan yang Dikoordinir
n Daerah Infrastruktur direncanakan fleksibel sesuai Penyusunannya (RPJPD,
Bidang yang Dikoordinir dengan lokasi kebutuhan RPJMD dan RKPD)
Infrastruktur | Penyusunannya undangan menyesuaikan
(RPJPD, (RPJPD, RPJMD - efisiensi dari | lokasi undangan
RPJMD dan dan RKPD) narasumber - diusulkan agar
RKPD) (Satuan : internal yang dapat diakomodir

Dokumen) hanya dapat di SIPD untuk

dibayarkan 50 | belanja narasumber
% internal 50%

Asistensi Jumlah 3,00 3,00 100,00 98,28 tidak ada tidak ada Jumlah Laporan Hasil
Penyusunan Perangkat 10.947.200,00 10.758.400,0 Asistensi Penyusunan
Dokumen Daerah yang 0 Dokumen Perencanaan
Perencanaan | Mendapatkan Pembangunan Perangkat
Pembanguna | Asistensi dalam Daerah Bidang
n Perangkat Penyusunan Infrastruktur
Daerah Renstra/Renja
Bidang Bidang
Infrastruktur | Infrastruktur (

satuan :

Perangkat

Daerah)
Pelaksanaan Jumlah 3,00 3,00 100,00 95,90 tidak ada tidak ada Jumlah Laporan Hasil
Monitoring Perangkat 190.470.400,0 182.658.170, Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Daerah yang 0 00 dan Evaluasi Penyusunan
Penyusunan Mendapatkan Dokumen Perencanaan
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Dokumen Monitoring dan Pembangunan Perangkat
Perencanaan | Evaluasi dalam Daerah Bidang
Pembanguna | Penyusunan Infrastruktur
n Perangkat Renstra/Renja
Daerah Bidang
Bidang Infrastruktur (
Infrastruktur | satuan:
Perangkat
Daerah)
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)

Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e

Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program

Sub Kegiatan

Koordinasi Jumlah Laporan 2,00 2,00 100,00 74,21 - perjalanan - dalam Jumlah Laporan Hasil

Pelaksanaan Hasil 122.712.400,0 91.069.600,0 dinas sering pelaksanaan Sinkronisasi

Sinergitas Sinkronisasi 0 0 kali tidak perjalanan dinas Renstra/Renja dengan

dan Renstra/Renja sesuai antara agar dapat RKPD/RPJMD pada

Harmonisasi dengan lokasi yang dipergunakan Bidang Infrastruktur

Perencanaan | RKPD/RPJMD direncanakan fleksibel sesuai

Pembanguna | pada Bidang dengan lokasi kebutuhan

n Daerah Infrastruktur undangan menyesuaikan

Bidang (Satuan : - efisiensi dari | lokasi undangan

Infrastruktur | Laporan) uang - uang pengganti

pengganti transport agar

transport yang
hanya dapat
dibayarkan
sejumlah nilai
kota
pelaksanaan

dapat dibayarkan
sesuai dengan
pedoman
pelaksanaan APBD
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Koordinasi Jumlah 2,00 2,00 100,00 79,22 Efisiensi transport Jumlah Dokumen
Penyusunan Dokumen 14.945.600,00 11.840.400,0 transportasi perjalanan dinas Perencanaan
Dokumen Perencanaan 0 dari addcost agar di serap sesuai | Pembangunan Daerah
Perencanaan | Pembangunan perjalanan dengan jumlah Bidang Kewilayahan
Pembanguna | Daerah Bidang dinas yang ada di DPA yang Dikoordinir
n Daerah Kewilayahan Penyusunannya (RPJPD,
Bidang yang Dikoordinir RPJMD dan RKPD)
Kewilayahan Penyusunannya
(RPJPD, (RPJPD, RPJMD
RPJMD dan dan RKPD)
RKPD) (Satuan :
Dokumen)
Asistensi Jumlah 3,00 3,00 100,00 98,07 tidak ada tidak ada Jumlah Laporan Hasil
Penyusunan Perangkat 10.845.600,00 10.636.000,0 Asistensi Penyusunan
Dokumen Daerah yang 0 Dokumen Perencanaan
Perencanaan | Mendapatkan Pembangunan Perangkat
Pembanguna | Asistensi dalam Daerah Bidang
n Perangkat Penyusunan Kewilayahan
Daerah Renstra/Renja
Bidang Bidang
Kewilayahan Kewilayahan (
satuan :
Perangkat
Daerah)
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Urélan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Pelaksanaan Jumlah 3,00 3,00 100,00 91,59 Efisiensi transport Jumlah Laporan Hasil
Monitoring Perangkat 76.326.800,00 69.907.380,0 transportasi perjalanan dinas Pelaksanaan Monitoring
dan Evaluasi Daerah yang 0 dari addcost agar di serap sesuai | dan Evaluasi Penyusunan
Penyusunan Mendapatkan perjalanan dengan jumlah Dokumen Perencanaan
Dokumen Monitoring dan dinas yang ada di DPA Pembangunan Perangkat
Perencanaan | Evaluasi dalam Daerah Bidang
Pembanguna | Penyusunan Kewilayahan
n Perangkat Renstra/Renja
Daerah Bidang
Bidang Kewilayahan (
Kewilayahan satuan:
Perangkat
Daerah)
Koordinasi Jumlah Laporan 2,00 2,00 100,00 94,64 tidak ada tidak ada Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Hasil 20.880.600,00 19.760.800,0 Sinkronisasi
Sinergitas Sinkronisasi 0 Renstra/Renja dengan
dan Renstra/Renja RKPD/RPJMD pada
Harmonisasi dengan Bidang Kewilayahan
Perencanaan | RKPD/RPJMD
Pembanguna | pada Bidang
n Daerah Kewilayahan
Bidang (Satuan :
Kewilayahan Laporan)
PROGRAM
PENELITIAN DAN 3.239.103.18
PENGEMBANGAN 100 3.490.050.800 100 0 100 92,81
DAERAH
Persentase hasil 100 100 Jumlah pemanfaatan
kelitbangan hasil
lingkup kelitbangan dibagi
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Uraian Program,
Kegiatan, dan Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Program,
Kegiatan, dan
Sub Kegiatan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Kinerja

Keuangan

Ekonomi dan
Pembangunan
yang dihasilkan

Persentase hasil
kelitbangan
lingkup Sosial
dan
Kependudukan
yang dihasilkan

100

Persentase hasil
kelitbangan
lingkup Sosial
dan
Kependudukan
yang dihasilkan

100

Presentase
pemanfaatan
hasil
kelitbangan

100

Penelitian dan
Pengembangan
Bidang
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
dan Pengkajian
Peraturan

Ketercapaian
Jumlah
Dokumen Hasil
Penelitian dan
Pengembangan
Bidang
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
dan Pengkajian
Peraturan

100,00

2.076.388.600

Kinerja

100

Keuangan

1.959.569.25
0

Kinerja

100

Keuangan

94,37

Permasalahan

Upaya Mengatasi

Permasalahan

Rumus DO Indikator
Kinerja Program

jumlah hasil
kelitbangan x 100

Jumlah pemanfaatan
hasil

kelitbangan dibagi
jumlah hasil
kelitbangan x 100

Jumlah pemanfaatan
hasil

kelitbangan dibagi
jumlah hasil
kelitbangan x 100

Jumlah pemanfaatan
hasil

kelitbangan dibagi
jumlah hasil
kelitbangan x 100

(>Target Dalam
RKPD)/(>Target
dalam Renja PD) x100

81




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah-Bappeda Provinsi Banten 2023

Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Fasilitasi, Jumlah Laporan 3,00 tidak ada kegiatan di Pelaksanaan dan
Pelaksanaan Pelaksanaan pemasalahan laksanakan setelah | Evaluasi Penelitian dan
dan Evaluasi Fasilitasi, krn dari administrasi Pengembangan Bidang
Penelitian Pelaksanaan persiapan, terpenuhi Penyelenggaraan
dan dan Evaluasi pembahasan Otonomi Daerah
Pengembang Penelitian dan 12.869.886,00 3 1.199.373.99 100 93,19 dan
an Bidang Pengembangan 0,00 pelaksanaan
Penyelenggar | Bidang Kajian sesuai
aan Penyelenggaraa KAK yg dibuat.
Otonomi n Otonomi
Daerah Daerah (Satuan
: Laporan)
Fasilitasi, Jumlah Laporan 1,00 tidak ada kegiatan di Jumlah Laporan
Pelaksanaan Pelaksanaan pemasalahan laksanakan setelah Pelaksanaan Fasilitasi,
dan Evaluasi Fasilitasi, krn dari administrasi Pelaksanaan dan
Penelitian Pelaksanaan persiapan, terpenubhi Evaluasi Penelitian dan
dan dan Evaluasi pembahasan Pengembangan Bidang
Pengembang | Penelitian dan dan Kelembagaan dan
an Bidang Pengembangan 143.000.000,0 1 136.051.820, 100 95,14 pelaksanaan Ketatalaksanaan
. 0 00 . .
Kelembagaan | Bidang Kajian sesuai
dan Kelembagaan KAK yg dibuat.
Ketatalaksan | dan
aan Ketatalaksanaan
(Satuan :
Laporan)
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura.lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Fasilitasi, Jumlah Laporan 1,00 tidak ada kegiatan di Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Hasil pemasalahan laksanakan setelah | Pelaksanaan Fasilitasi,
dan Evaluasi Pelaksanaan krn dari administrasi Pelaksanaan dan
Penelitian Fasilitasi, persiapan, terpenuhi Evaluasi Penelitian dan
dan Pelaksanaan pembahasan Pengembangan Bidang
Pengembang | dan Evaluasi dan Aparatur dan Reformasi
an Bidang Penelitian dan 146.400.000,0 1 136.839.720, 100 93,47 pelaksanaan Birokrasi
0 00 . .
Aparatur dan | Pengembangan Kajian sesuai
Reformasi Bidang Aparatur KAK yg dibuat.
Birokrasi dan Reformasi
Birokrasi
(Satuan :
Laporan)
Pengelolaan Jumlah 2,00 tidak ada kegiatan di Jumlah Dokumen Data
Data Dokumen Data pemasalahan laksanakan setelah | Kelitbangan dan
Kelitbangan Kelitbangan dan krn dari administrasi Peraturan yang Dikelola
dan Peraturan yang persiapan, terpenuhi
Peraturan Dikelola (Satuan >00.000.000,0 2 487.303.720, 100 97,46 pembahasan
0 00
: Dokumen) dan
pelaksanaan
Kajian sesuai
KAK yg dibuat.
Penelitian dan Persentase (>Target Dalam
Pengembangan | hasil RKPD)/(>Target dalam
Bidang Sosial kelitbangan Renja PD) x100
dan lingkup Sosial 100,00 489.814.000 100 464.618.900 100 94,86
Kependudukan | dan
Kependudukan
yang dihasilkan
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura.lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Penelitian Jumlah 1,00 keterbatasan optimalisasi SDM Jumlah Dokumen Hasil
dan Dokumen Hasil SDM dan dan anggaran Penelitian dan
Pengembang | Penelitian dan anggaran penelitian. Pengembangan
an Pengembangan 177.903.000,0 1 172.526.040, 100 96.98 penelitian Pendidikan dan
Pendidikan Pendidikan dan 0 00 ! Kebudayaan
dan Kebudayaan
Kebudayaan (Satuan :
Dokumen)
Penelitian Jumlah 1,00 keterbatasan optimalisasi SDM Jumlah Dokumen Hasil
dan Dokumen Hasil SDM dan dan anggaran Penelitian dan
Pengembang | Penelitian dan anggaran penelitian. Pengembangan
an Kesehatan | Pengembangan 150'000'000’8 1 136'540'96006 100 91,03 penelitian Kesehatan
Kesehatan
(Satuan :
Dokumen)
Penelitian Jumlah 1,00 keterbatasan optimalisasi SDM Jumlah Dokumen Hasil
dan Dokumen Hasil SDM dan dan anggaran Penelitian dan
Pengembang | Penelitian dan anggaran penelitian. Pengembangan Tenaga
an Tenaga Pengembangan penelitian. Kerja
Kerja Tenaga Kerja Judul
(Satuan: 161.911.000,0 1 155.551.900, 100 96,07 penelitian :
0 00 .
Dokumen) Kajian
Pemetaan
BLUD SMK di
Provinsi
Banten
Penelitian dan Persentase (>Riset yang
Pengembangan | hasil dihasilkan)/(3Riset yang
Bidang Ekonomi | kelitbangan 100,00 455.000.000 100 399.933.265 s 87,9 dimanfaatkan PD) x100
dan lingkup
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Pembangunan Ekonomi dan
Pembangunan
yang dihasilkan
Jumlah 1,00 1,00 100,00 91,55 kegiatan kegiatan di Jumlah Dokumen Hasil
Penelitian Dokumen Hasil 150.000.000 137.326.850 mengalami laksanakan setelah | Penelitian dan
dan Penelitian dan keterlambatan | administrasi Pengembangan
Pengembang | Pengembangan pelaksanaan terpenuhi Perindustrian dan
an Perindustrian karena Perdagangan
Perindustrian | dan permasalahan
dan Perdagangan administrasi
Perdagangan | (Satuan: pimpinan.
Dokumen) Judul
penelitiannya
Sisitem
Distribusi
Pangan pada
Sektor
Perdagangan

dalam rangka
Peningkatan
Ketahanan
Pangan dan
Pengendalian
Inflasi di
Provinsi
Banten
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Penelitian Jumlah 1,00 1,00 100,00 89,54 kegiatan kegiatan di Jumlah Dokumen Hasil
dan Dokumen Hasil 150.000.000 134.309.225 mengalami laksanakan setelah | Penelitian dan
Pengembang | Penelitian dan keterlambatan | administrasi Pengembangan
an Pertanian, | Pengembangan pelaksanaan terpenuhi Pertanian, Perkebunan
Perkebunan Pertanian, karena dan Pangan
dan Pangan Perkebunan dan permasalahan
Pangan (Satuan administrasi
: Dokumen) pimpinan
dengan judul
penelitian :
Kebijakan
Koorporasi
Pertanian
Provinsi
Banten
Penelitian Jumlah 1,00 1,00 100 1,2 kegiatan Ouput 1 dokumen Jumlah Dokumen Hasil
dan Dokumen Hasil 5.000.000 60.000 mengalami kajian sudah Penelitian dan
Pengembang | Penelitian dan efisiensi dari dilaksanakan Pengembangan
an Pengembangan 150.000.000 dengan judul Perhubungan
Perhubungan | Perhubungan jadi 5.000.000 | penelitian Mandiri
(Satuan : di Anggaran Bidang
Dokumen) perubahan Perhubungan
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura.lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan
Peneli | Jumlah 1,00 1,00 100,00 85,49 kegiatan kegiatan di Jumlah Dokumen Hasil
tian dan Dokumen Hasil 150.000.000 128.237.190 mengalami laksanakan setelah | Penelitian dan
Pengembang | Penelitian dan keterlambatan | administrasi Pengembangan
an Pengembangan pelaksanaan terpenuhi Komunikasi dan
Komunikasi Komunikasi dan karena Informatika
dan Informatika permasalahan
Informatika (Satuan : administrasi
Dokumen) pimpinan.
Judul
penelitiannya :
Reviu
Arsitektur
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
(SPBE) Pada
Domain Data
dan Informasi
SPBE Provinsi
Banten
Persentase (YInovasi yang
Kegiatan dihasilkan)/(3Riset yang
Fasilitasi dimanfaatkan PD) x100
Pengembangan T,
Inovasi dan . 100,00 468.848.200 100 | 414.981.765 100 88,51
Teknologi Inovasi,
Teknologi dan
Hasil
Kelitbangan
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Indikator Target Realisasi Capaian (%)
Ura'lan Program, Kinerja Upaya Mengatasi Rumus DO Indikator
Kegiatan, dan Sub Program, L. .. L. Permasalahan e
Kegiatan Kegiatan, dan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja | Keuangan Permasalahan Kinerja Program
Sub Kegiatan

Penelitian, Jumlah 1,00 Pemotongan Sesuaikan Domlak Jumlah Dokumen Hasil
Pengembang | Dokumen Hasil 203.312.000 1 185.831.925 100 91 honor Penelitian,
an, dan Penelitian, narasumber Pengembangan, dan
Perekayasaan | Pengembangan, internal 50% Perekayasaan di Bidang
di Bidang dan dan sisa Teknologi dan Inovasi
Teknologi Perekayasaan di transport at
dan Inovasi Bidang cost

Teknologi dan

Inovasi (Satuan :

Dokumen)
Diseminasi Jumlah Laporan 2,00 Pemotongan Sesuaikan Domlak Jumlah Laporan Hasil
Jenis, Hasil 198.650.000 2 174.696.300 100 88 honor Pelaksanaan Diseminasi
Prosedur dan | Pelaksanaan narasumber Jenis, Prosedur dan
Metode Diseminasi internal 50% Metode
Penyelenggar | Jenis, Prosedur dan sisa Penyelenggaraan
aan dan Metode transport at Pemerintahan Daerah
Pemerintaha Penyelenggaraa cost yang Bersifat Inovatif
n Daerah n
yang Bersifat | Pemerintahan
Inovatif Daerah yang

Bersifat Inovatif

(Satuan :

Laporan)

Sosiali | Jumlah Laporan 1,00 Pemotongan Sesuaikan Domlak Jumlah Laporan Hasil
sasi dan Hasil 40.518.200 1 32.198.150 100 79 honor Penyelenggaraan
Diseminasi Penyelenggaraa narasumber Sosialisasi dan
Hasil-Hasil n Sosialisasi dan internal 50% Diseminasi Hasil-Hasil
Kelitbangan Diseminasi Kelitbangan

Hasil-Hasil
Kelitbangan
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Fasilitasi Hak
Kekayaan
Intelektual

Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Fasilitasi Hak
Kekayaan
Intelektual
(Satuan:
Laporan)

1,00

26.368.000

22.255.390

100

Pemotongan
honor
narasumber
internal 50%

Sesuaikan Domlak

Jumlah Laporan

Pelaksanaan Fasilitasi

Hak Kekayaan Intelektual
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3.2 REALISASI ANGGARAN

3.2.1 Pagu Dan Realisasi Anggaran

Ringkasan Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

2022 sesuai Belanja, sebagai berikut.

Tabel 3.2.1. Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Realisasi
Nama Program, Kegiatan Pagu Anggaran Bobot | Rencana Fisik (%) Keuangan
No. & Tolok Ukur Kinerja Fisik Tertimbang/ | Tertimbang/ (%)
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6)
(Mx(9)

1 2 6 7 8 9 10 11 12
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
1 Perangkat Daerah 456.822.400,00 0,83 100,00 100,00 0,83 411.730.545,00 90,13
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.946.430.926,00 57,78 100,00 100,00 57,78 30.808.581.238,00 96,44
3 | Administrasi Barang Millk Daerah pada Perangkat 6.480.000,00 001 | 100,00 100,00 0,01 6.456.236,00 99,63
4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 272.292.600,00 0,49 100,00 100,00 0,49 213.100.920,00 78,26
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.547.903.500,00 2,80 100,00 100,00 2,80 1.219.160.054,00 78,76
g | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.569.239.080,00 284 | 100,00 100,00 2,84 1.489.074.900,00 94,89

Pemerintah Daerah
7 gigf:ﬁ'aa” Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 3.406.386.540,00 616 | 100,00 100,00 6,16 3.335.648.050,00 97,92
g | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 3.208.593.600,00 580 | 100,00 100,00 5,80 2.982.516.134,00 92,95

Urusan Pemerintahan Daerah
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
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Realisasi
Nama Program, Kegiatan Pagu Anggaran Bobot | Rencana Fisik (%) Keuangan
No. & Tolok Ukur Kinerja Fisik Tertimbang/ | Tertimbang/ (%)
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6)
(1)x(9)
9 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 3.587.966.000,00 6,49 100,00 100,00 6,49 3.121.435.759,00 87,00
10 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah 627.881.700,00 114 | 100,00 100,00 1,14 513.069.220,00 81,71
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
11 Perencanaan Pembangunan Daerah 2.722.848.000,00 4,92 100,00 100,00 4,92 2.076.551.816,00 76,26
12 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan 517.919.300,00 094 | 100,00 81,84 0,77 405.416.035,00 78,28
Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
m KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
13 Pembangunan Manusia 862.015.100,00 1,56 100,00 100,00 1,56 693.145.297,00 80,41
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan
14 SDA (Sumber Daya Alam) 562.899.800,00 1,02 100,00 100,00 1,02 457.824.955,00 81,33
15 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan 505.512.000,00 091 | 100,00 100,00 0,1 436.532.168,00 86,35
Kewilayahan
\Y PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang
16 | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian 2.076.388.600,00 3,76 100,00 100,00 3,76 1.959.569.250,00 94,37
Peraturan
17 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan 489.814.000,00 089 | 100,00 100,00 0,89 464.618.900,00 94,86
Kependudukan
1g | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan 455.000.000,00 082 | 100,00 98,90 0,81 399.933.265,00 87,90
Pembangunan
19 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi 468.848.200,00 0,85 100,00 100,00 0,85 414.981.765,00 88,51
JUMLAH 55.291.241.346,00 100,00 100,00 99,82 51.409.346.507,00 92,98
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Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran stratejik diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.2 Perbadingan Pencapaian Kinerja Anggaran Tujuan dan Sasaran

Kinerja Anggaran

Tingkat

NO Tujuan / Sasaran Indikator Kinerja Effisiensi

Capaia

Target Realisasi Capaian Target Realisasi h

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dam sumber daya aparatur
berintegrasi, berkompetensi serta melayani.

Meningkatnya Perencanaan

dan Penganggaran Capaian Kesesuaian dengan

Pembangunan Daerah yang garameter Per]glalanhDOkumen 70-80 | 82,00 | 102,50 | 45 414.148.646,00 | 40.466.268.077,00 | 7>

berkualitas erencanaan aera.

Menlnlgkatny a intah Capaian Sakip (Sistem

penye enggaraan pemermta Akuntabilitas Kinerja Instansi 85 42,19 93,76 9.387.041.900,00 7.703.975.250,00 | 82,07

yang Akuntabel, Efektif, dan Pemerintah)

Efisien

Meningkatnya Penelitian dan i .

pengembangan yang Cakupan Penelitian dan 100 | Iovatif | gy 0o 3.490.050.800,00 3.239.103.180,00 | 92,81
pengembangan (50,41)

berkualitas
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Tabel 3.2.3 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, Persentase Ketercapaian dari Seluruh
dan Evaluasi Kinerja Perangkat | Kegiatan pada Program Penunjang
Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Penyusunan
Dokumen Perencanaan | J4M/ah Dokumen Perencanaan 5,00 375.277.600 | 5,00 332.426.045 100,00 88,58
Perangkat Daerah (Satuan : Dokumen)
Perangkat Daerah
L Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Koordinasi dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Penyusunan Dokumen P y 2,00 12.096.200,00 2,00 12.096.200,00 | 100,00 100,00
Dokumen RKA-SKPD (Satuan :
RKA- SKPD
Dokumen)
N Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen P 2,00 7.899.500,00 2,00 7.899.500,00 | 100,00 100,00
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD (Satuan : Dokumen)
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Koordinasi dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Penyusunan DPA-SKPD Dokumen DPA-SKPD (Satuan : 2,00 7.899.500,00 | 2,00 7.899.500,00 2,00 100,00
Dokumen)
- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Perubahan p 2,00 7.700.000,00 2,00 7.700.000 | 100,00 100,00
DPA- SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD (Satuan : Dokumen)
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No Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
N Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Penyusunan Laporan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Capaian Kinerja dan P ) S yusul 12,00 32.120.000,00 | 12,00 32.028.525 | 100,00 99,72
. R Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Ikhtisar Realisasi Kinerja e
Realisasi Kinerja SKPD (Satuan :
SKPD
Laporan)
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 4,00 13.829.600,00 4,00 11.680.775 | 100,00 84,46
Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Satuan : Laporan)
Persentase Ketercapaian dari Seluruh
Administrasi Keuangan Kegiatan pada Program Penunjang
Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi
Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 90.00 90 100.00
dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN (Orang/Bulan) ' 31.564.073.426 30.426.223.738 ’ 96
Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12,00 365.345.000 12 365.345.000 12,00 100
Tugas ASN (Satuan : Dokumen)
Penata:sea:azsainjzg Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12,00 3.650.000 12 3.650.000 12 100
(Satuan : Dokumen)
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan : 12,00 250.000 12 250.000 12 100
SKPD Dokumen)
L Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan ) s
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan 1,00 1 1
i ! 3.050.000 3.050.000 100
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan :
SKPD
Laporan)




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah-Bappeda Provinsi Banten 2023

No Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan
Penyiapan Bahan ' Pemer!ksaan dan Tindak Lanjut 1,00 750.000 1 750,000 1 100
Tanggapan Pemeriksaan Pemeriksaan (Satuan : Dokumen)
Koordinasi dan Ju.mlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD dan
Penyusunan Laporan Laporan Koordinasi
Ke.uangan Bulanan/ Penyusunan Laporan Keuangan 18,00 9.125.000 18 9.125.000 18 100
Triwulanan/Semesteran .
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
(Satuan : Laporan)
P
enyusunar? . Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Pelaporan dan Analisis Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1,00 1 1
Prognosis Realisasi g &8 ! 187.500 187.500 100
(Satuan : Dokumen)
Anggaran
Persentase Ketercapaian dari Seluruh
Administrasi Barang Milik Kegiatan pada Program Penunjang
Daerah pada Perangkat Daerah | Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi
Penyusunan
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
Perencanaan Kebutuhan 2,00 2,00 100 99,55
Milik D h SKPD (Sat : Dok ! 1.432.800,00 1.426.400,00
Barang Milik Daerah SKPD ik Daera (Satuan : Dokumen)
Rekonsiliasi d I
Penyusur?agrll_?;;zilanan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Barang Milik Daerah pada Penyusunan Laporan Barang Milik 4,00 3.945.600,00 4,00 3.928.836,00 100 99,58
Daerah pada SKPD (Satuan : Laporan)
SKPD
Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang
Barang Milik Daerah pada | Milik Daerah pada SKPD (Satuan : 2,00 1.101.600,00 2,00 1.101.000,00 100 99,58
SKPD Laporan)
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No Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
- . . Persentase Ketercapaian dari Seluruh
Administrasi Kepegawaian i .
Perangkat Daerah Kegiatan pada Program Penunjang
B Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Peningkatan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan
Sarana dan Prasarana Prasarana Disiplin Pegawai (satuan : 1,00 0 1,00 0 0 0
Disiplin Pegawai unit)
Pengadaan . .
. . Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta
Palfa|an Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (satuan : paket) 90,00 97.000.000,00 90,00 94.005.000,00 100 96,91
Atribut Kelengkapannya
Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolaha.n Administrasi Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1,00 4.512.600,00 1,00 4.495.500,00 100 99,62
Kepegawaian (Satuan : Dokumen)
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pelaksan?an Sistem - Pelaksanaéan Sistem Informasi 1,00 5.016.000,00 1,00 4.989.900,00 100 99,48
Informasi Kepegawaian Kepegawaian (Satuan : Dokumen)
Monitoring, Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,
Eyalu.asu dan Peinllalan dan Penilaian Kinerja Pegawai (Satuan : 12,00 15.624.000,00 12,00 7.787.900,00 100 48,85
Kinerja Pegawai Dokumen)
Pendidikan dan .
Pelatihan Pe;galwai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas
Berdasarkan Tugas dan dan Fung§| yang Mengikuti Pendidikan 3,00 150.140.000,00 3,00 101.822.620,00 100 67,82
. dan Pelatihan (satuan : orang)
Fungsi
Sosialisasi Jumlah Orang yang Mengikuti
Peraturan Perundang- Sosialisasi Peraturan Perundang- 200,00 0 200,00 0 0 0
Undangan Undangan (satuan : orang)
Persentase Ketercapaian dari Seluruh
Administrasi Umum Perangkat | Kegiatan pada Program Penunjang
Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi
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No Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
P i .
Kompon::\llsgtlzlzr;i Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan L|str|k/.Pen(.erangan Bangunan Kantor 1,00 82.437.000,00 1,00 81.645.200,00 100 99,04
yang Disediakan (satuan : paket)
Bangunan Kantor
Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4,00 390.175.500,00 4,00 352.112.450,00 100 90,24
Perlengkapan Kantor (satuan : paket)
Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
4,00 100 97,51
Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (satuan : paket) 4,00 118.361.000,00 115.418.650,00
Penyediaan Bahan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
12,00 100 86,13
Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan : Dokumen) 12,00 370.800.000,00 319.353.910,00
Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (satuan 2,00 139.356.700,00 2,00 137.248.100,00 100 98,48
Penggandaan : paket)
Penyediaan Jumlah Paket Bahan/Material yang
1 1,00 100 96,19
Bahan/Material Disediakan (satuan : paket) 00 17.675.700,00 17.003.000,00
Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan
12,00 100 57,35
Kunjungan Tamu Tamu (Satuan : Laporan) 12,00 30.342.500,00 17.402.405,00
Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koqrdlna5| dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12,00 384.910.000,00 12,00 165.222.774,00 100 43,92
Konsultasi SKPD (Satuan : Laporan)
Penatausahaan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip
i i : 11,00 100 99,52
Arsip Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD (Satuan 11,00 6.900.000,00 6.867.165,00
Dokumen)
Dukungan Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksz_:maan Sistem . Pelaksa!naan Slstgm Pemerintahan 1,00 1,00 100 99,15
Pemerintahan Berbasis Berbasis Elektronik pada SKPD (Satuan 6.945.100,00 6.886.400,00
Elektronik pada SKPD : Dokumen)
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No Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Persentase Ketercapaian dari Seluruh
Pengadaan Barang Milik . pal : . uru
. Kegiatan pada Program Penunjang
Daerah Penunjang Urusan .
. Urusan Pemerintahan
Pemerintah Daerah L.
Daerah Provinsi
Pengadaan Jumlah Paket Peralatan dan Mesin
Pe_ralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (satuan : 5,00 1.029.515.400,00 5,00 954.305.600,00 100 94,89
Lainnya paket)
. . Persentase Ketercapaian dari Seluruh
Penyediaan Jasa Penunjang . .
K Kegiatan pada Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah . .
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
12,00 100 99,51
Surat Menyurat Menyurat (Satuan : Laporan) 12,00 18.583.200,00 18.492.000,00
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
K ikasi, Sumber D - L 12, 12,00 100 89,69
omunikast, SUMBErBaYa | istrik yang Disediakan (Satuan : 00 420.058.100,00 376.745.336,00
Air dan Listrik
Laporan)
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Peralat.an d.an Perlengkapan Kantor 12,00 80.650.800,00 12,00 79.980.000,00 100 99,17
Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan : Laporan)
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pel nan Umum Kantor yan 12,00 2.860.430.714,00 100 99,08
Pelayanan Umum Kantor (_3 ay:f\ an Umum Kantor yang 12,00 2.887.094.440,00
Disediakan (Satuan : Laporan)
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Ketercapaian dari Seluruh
Daerah Penunjang Urusan Kegiatan pada Program Penunjang
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
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No Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan dan Pajak at_au !(endaraan Plnas Jabatar? yang 7,00 7,00 100 97,97
Kendaraan Perorangan Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 280.198.300,00 274.509.385,00
Dinas atau Kendaraan (satuan : unit)
Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan atau Lapangan yang Dipelihara dan
.. . . .. 69,00 69,00 100 85,21
Perizinan Kendaraan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1.160.420.300,00 988.839.899,00
Dinas Operasional atau (satuan : unit)
Lapangan
Pemeliharaan Jumlah Paket Peralatan dan Mesin
Pe.ralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (satuan : 5,00 202.430.200,00 5,00 193.836.850,00 100 95,75
Lainnya paket)
Pemeliharaan/Reh | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
abilitasi Gedung Kantor Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1,00 93.000.000,00 1,00 916.713.000,00 100 98,57
dan Bangunan Lainnya (satuan : unit)
e P
Sarana dan Prasarana Dipelihara/ Direhabilitasi (satuan : 1,00 635.544.800,00 100 608.617.000,00 100 76
Gedung Kantor atau .
. unit)
Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN
PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Perencanaan dan Persentase dokumen perencanaan
Pendanaan yang disahkan
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No Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Analisis Kondisi Jumlah Dokumen Rancangan Awal
Daerah, Permasalahan, RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika 100 100 100 88 19
dan Isu Strategis RPJMD maka Rancangan Teknokratik) ' 721.711.000,00 ' 636.484.160,00 ’
Pembangunan Daerah (Satuan : Dokumen)
Koordinasi
Ez:::}acaa:zr;nDokumen Jumlah Telaahan Dokumen
Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah 2,00 857.263.000,00 2,00 698.889.899,00 100 81.53
(Satuan : Dokumen)
dengan Dokumen
Kebijakan Lainnya
Pelaksanaan Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik
100 95.13
Konsultasi Publik (satuan :Berita Acara) 200 511.508.000,00 200 486.582.400,00
PeIaksaI:\Z:r:dllr;?Zlm Jumlah Berita Acara Forum Perangkat
i 100 59.30
Perangkat Daerah/Lintas Daerah/Lmt:‘aS Perangkat Daerah 1,00 25.000.000,00 1,00 14.825.000,00
(satuan :Berita Acara)
Perangkat Daerah
Pelaksanaan Jumlah Berita Acara Musrenbang
N - . 1, 1, 100 93.00
Musrenbang Provinsi Provinsi (satuan :Berita Acara) 00 541.084.000,00 00 526.926.500,00
Koordinasi
Penyusunan dan Jumlah Dokumen Perencanaan
Penetapan Dokumen Pgmbangunan Daerah Provinsi yang 1,00 1,00 100 8135
Perencanaan Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 931.400.000,00 757.727.800,00
Pembangunan Daerah (Satuan : Dokumen)
Provinsi
Analisis Data dan Informasi
Pemerintahan Daerah Bidang Persentase Ketersedian data
Perencanaan Pembangunan perencanaan pembangunan
Daerah
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No Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data
Analisis Data dan untuk Penyusunan Kebijakan
Informasi Perencanaan Perencanaan Pembangunan 2,00 2 100
Daerah (Semua Perencanaan ’ 148.533.600 98.976.830 66,64
Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah) (Satuan :
Dokumen)
Pembinaan dan
Pemanfaatan Data dan Jumlah Orang yang Dibina dalam
Informasi Perencanaan Pemanfaatan Data dan Informasi 100,00 110.180.900 100 93.675.630 100 84,97
Pembangunan Perangkat (satuan : Orang)
Daerah
Pembi d .
embinaan dan Jumlah Sumber Daya Manusia
Pemanfaatan Data dan .
. . Pemerintah Kabupaten/Kota yang
Informasi Pemerintahan .
Daerah Bidan Dibina dalam Pemanfaatan Data 16.00 16 100
g dan Informasi Pemerintahan Daerah ’ 134.000.000 94.290.130 70,37
Perencanaan .
Bidang Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Daerah Daerah (satuan : Orang)
Kabupaten/Kota ’ g
Penyusunan Profil | Jumlah Buku Profil Pembangunan
PemF)ar}gunan Daerah Daerah yang Diterbitkan (satuan : 1,00 235.153.200 1 226.176.630 100 96,18
Provinsi Buku)
Pengendalian, Evaluasi dan Persentase dokumen Pengendalian
Pelaporan Bidang Perencanaan | dan evaluasi yang disusun sesuai
Pembangunan Daerah target dalam satu tahun
Koordinasi
P dali
Pz:eg::anaa?:dan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian
Perencanaan dan Pelaksanaan 17,00 1.657.786.000 17 100 75,23
Pelaksanaan Pembangunan (Satuan : Laporan) 1.247.145.900
Pembangunan Daerah di & $Hap
Provinsi
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No Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Pengendalian Jumlah Kerja Sama Daerah yang
Pelaksanaan Kerja Sama Dikoordinasikan Pelaksanaannya ( 1,00 244.528.000,00 1 100 44,52
. 108.859.725
Daerah satuan : Kerja Sama)
Monitoring,
Evaluasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja
Laporan Berkala Pembangunan Daerah (Satuan : 1,00 407.616.000,00 1 100 87,38
356.170.171
Pelaksanaan Laporan)
Pembangunan Daerah
Fasilitasi/Evaluasi Jumlah Dokumen Perencanaan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang 1900 412.918.000.00 19 100 88.24
Pembangunan Daerah Difasilitasi/Evaluasi (Satuan : ! ’ ’ ! 364.376.020 ’
Kabupaten/Kota Dokumen)
Implementasi Sistem .
. . Persentase pengelolaan sistem
Informasi Pemerintahan . .
I informasi pembangunan dan
Daerah di Bidang engendalian daerah
Pembangunan Daerah peng
I?engelolaan DaFa Jumlah Data dalam Sistem Informasi
dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang
P intahan D h di 1 247.168.180 100
femerm ahan Daeran di Pembangunan Daerah yang Dikelola 1,00 297.472.300 83,09
Bidang Pembangunan
(Satuan : Dokumen)
Daerah
Penerapan Sistem | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan
Informasi Pemerintahan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 100 1 100
Daerah di Bidang di Bidang Pembangunan (Satuan : ' 75.886.800 46.948.205 61,87
Pembangunan Daerah Dokumen)
Pembinaan Sistem | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan
Informasi Pemerintahan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Daerah di Bidang di Bidang _ 1,00 144.560.200 ! 111.299.650 100 76,99
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Pemerintah
Pemerintah Provinsi Provinsi (Satuan : Dokumen)
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No Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
PROGRAM KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase sasaran dan program
Koordinasi Perencanaan RKPD yang konsisten dengan
Bidang Pemerintahan dan RPJMD/RPD lingkup
Pembangunan Manusia Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan
Penyusunan Dokumen .
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan yang Dikoordinir 2,00 2 100 99,61
Pembangunan Daerah yang 33.351.000 33.220.570
. . Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan
Bidang Pemerintahan RKPD) (Satuan : Dokumen)
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) )
Asistensi
Sistenst Jumlah Perangkat Daerah yang
Penyusunan Dokumen . .
Perencanaan Mendapatkan Asistensi dalam
Pembangunan Perangkat | Fenyusunan Renstra/Renja Bidang 10,00 17.832.000 10 17.831.580 | 00 100,00
. Pemerintahan ( satuan : Perangkat
Daerah Bidang
. Daerah)
Pemerintahan
Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Jumlah Perangkat Daerah yang
Penyusunan Dokumen Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan dalam Penyusunan 10,00 10 100 85,58
v . . 27.747.000 23.745.540
Pembangunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan (
Perangkat Daerah Bidang | satuan : Perangkat Daerah)
Pemerintahan
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No Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
dan Harmonisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD 200 2 100 7782
Perencanaan pada Bidang Pemerintahan (Satuan : ' 357.070.000 277.878.662 '
Pembangunan Daerah Laporan)
Bidang Pemerintahan
Koordinasi
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Daerah Pembangunan Manusia yang 4,00 66.345.800 4 58.116.700 100 87,60
Bidang Pembangunan Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, T
Manusia (RPJPD, RPJMD RPJMD dan RKPD) (Satuan : Dokumen)
dan RKPD)
Penyusjrj:r:egz:(umen Jumlah Pernagka_t Daer_ah Yang
Perencanaan Mendapatkan Asistensi Da.Iam
Pembangunan Perangkat P.enyusunan Renstra / Renja . 10,00 3.163.000 10 8.139.000 100 99,71
Daerah Bidang Bidang Pembangunan Manusia (
Pembangunan Manusia satuan : Perangkat Daerah)
Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Jumlah Perangkat Daerah Yang
Penyusunan Dokumen Mendapatkan Monitoring Dan Evaluasi
Perencanaan Dalam Penyusunan 10,00 10 72.545.980 100 93,98
- 77.190.000
Pembangunan Perangkat Renstra / Renja Bidang Pembangunan
Daerah Bidang Manusia ( satuan : Perangkat Daerah)
Pembangunan Manusia
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No Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas . L
dan Harmonisasi g Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD
Perencanaan °/Renja deng / 4,00 4 219.392.027 | 100 79,97
pada Bidang Pembangunan (Satuan : 274.336.300
Pembangunan Daerah Laporan)
Bidang Pembangunan P
Manusia
Persentase Sasaran dan Program
Koordinasi Perencanaan RKPD Yang Konsisten Dengan
Bidang Perekonomian dan SDA | RPJMD/RPD Lingkup
(Sumber Daya Alam) Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam
Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan
Penyusunan Dokumen .
Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang
Daerah Bidan g Perekonomian yang Dikoordinir 2,00 93.635.600 2,00 68.641.040 100 73,31
R 8 Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Perekonomian (Satuan : Dokumen)
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) '
Asistensi Penyusunan | Jumlah Perangkat Daerah yang
Dokumen Perencanaan Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan
Pembangunan Perangkat Renstra/Renja 7,00 31.325.000 7,00 24.066.305 100 76,83
Daerah Bidang Bidang Perekonomian ( satuan : Perangkat
Perekonomian Daerah)
R P.elaksanaan . Jumlah Perangkat Daerah yang
Monitoring dan Evaluasi - .
Penvusunan Dokumen Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi
v dalam Penyusunan 7,00 84.412.000 7,00 70.072.270 100 83,01
Perencanaan Pembangunan L .
. Renstra/Renja Bidang Perekonomian (
Perangkat Daerah Bidang
R satuan : Perangkat Daerah)
Perekonomian
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o Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Harmonisasi Perencanaan Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada 4,00 93.636.300 4,00 79.872.700 100 85,3
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Satuan : Laporan)
Bidang Perekonomian
Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan
Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang SDA yang
Perencanaan Pembangunan Dikoordinir 4,00 24.447.900 4,00 21.247.610 100,00 86,91
Daerah Bidang SDA (RPJPD, Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
RPJMD dan RKPD) (Satuan : Dokumen)
Asistensi Penyusunan | Jumlah Perangkat Daerah yang
Dokumen Perencanaan Mendapatka.n As.lstenS| dalam Penyusunan 6,00 45.474.800 6,00 41.862.670, 100,00 92,06
Pembangunan Perangkat Renstra/Renja Bidang SDA ( satuan :
Daerah Bidang SDA Perangkat Daerah)
Pelaksanaan . -
o . Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan
Monitoring dan Evaluasi .
Penvusunan Dokumen Evaluasi Penyusunan Dokumen
v Perencanaan Pembangunan Perangkat 6,00 88.307.000 6,00 76.606.490 100,00 86,75
Perencanaan Pembangunan )
. Daerah Bidang SDA ( satuan : Perangkat
Perangkat Daerah Bidang Daerah)
SDA
Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas dan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Harmonisasi Perencanaan Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada 4,00 101.661.200 4,00 75.455.870 100,00 74,22
Pembangunan Daerah Bidang SDA (Satuan : Laporan)
Bidang SDA
I Persentase Sasaran dan Program
Koordinasi Perencanaan R
Bidane Infrastruktur dan RKPD Yang Konsisten Dengan
. & RPJMD/RPD Lingkup Bidang
Kewilayahan R
Infrastruktur dan Kewilayahan

106




Laporan Kinerja Instansi Pemerintah-Bappeda Provinsi Banten 2023

No Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan
Penyusunan Dokumen .
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Daerah Infrastruktur yang Dikoordinir 2,00 58.383.400,00 2,00 39.901.418,00 100,00 68,34
. Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan
Bidang Infrastruktur RKPD) (Satuan : Dokumen)
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) ’
Asistensi
Sistenst Jumlah Perangkat Daerah yang
Penyusunan Dokumen . .
Mendapatkan Asistensi dalam
Perencanaan Penyusunan Renstra/Renja 3,00 3,00 100,00 98,28
Pembangunan Perangkat | "V ) ' 10.947.200,00 ' 10.758.400,00 ' g
. Bidang Infrastruktur ( satuan :
Daerah Bidang Perangkat Daerah)
Infrastruktur &
Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Jumlah Perangkat Daerah yang
Penyusunan Dokumen Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan dalam Penyu_sun.an 3,00 190.470.400,00 3,00 182.658.170,00 100,00 95,90
Pembangunan Perangkat Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (
Daerah Bidang satuan : Perangkat Daerah)
Infrastruktur
Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
dan Harmonisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD
. 2, 2,00 100,00 74,21
Perencanaan pada Bidang Infrastruktur (Satuan : 00 122.712.400,00 91.069.600,00
Pembangunan Daerah Laporan)
Bidang Infrastruktur
Koordinasi Jumlah Dokumen Perencanaan
Penyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang
Perencanaan Kewilayahan yang Dikoordinir 2,00 14.945.600,00 2,00 11.840.400,00 100,00 79,22
Pembangunan Daerah Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan
Bidang Kewilayahan RKPD) (Satuan : Dokumen)
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No Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi
Jumlah Perangkat Daerah yang
Penyusunan Dokumen . .
Mendapatkan Asistensi dalam
Perencanaan Penyusunan Renstra/Renja 3,00 3,00 100,00 98,07
Pembangunan Perangkat . Y . . ! 10.845.600,00 ! 10.636.000,00 ’ ’
. Bidang Kewilayahan ( satuan :
Daerah Bidang
. Perangkat Daerah)
Kewilayahan
Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Jumlah Perangkat Daerah yang
Penyusunan Dokumen Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan dalam Penyu_sun.an _ 3,00 76.326.800,00 3,00 69.907.380,00 100,00 91,59
Pembangunan Perangkat Renstra/Renja Bidang Kewilayahan (
Daerah Bidang satuan : Perangkat Daerah)
Kewilayahan
Koordinasi
Pelaksanaan Sinergitas Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
dan Harmonisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD
. . 2, 2,00 100,00 94,64
Perencanaan pada Bidang Kewilayahan (Satuan : 00 20.880.600,00 19.760.800,00
Pembangunan Daerah Laporan)
Bidang Kewilayahan
PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
Penelitian dan Pengembangan
Bidang Penyelenggaraan Persentase pemanfaatan hasil
Pemerintahan dan Pengkajian kelitbangan
Peraturan
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No Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Fasilitasi e
asilitasl, .| Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi,
Pelaksanaan dan Evaluasi . .
penelitian dan Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
. dan Pengembangan 3,00 12.869.886,00 3 1.199.373.990,00 100 93,19
Pengembangan Bidang . .
Bidang Penyelenggaraan Otonomi
Penyelenggaraan Daerah (Satuan : Laporan)
Otonomi Daerah $Hap
Fasilitasi A
! .| Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi,
Pelaksanaan dan Evaluasi . .
penelitian dan Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian
. dan Pengembangan 1,00 143.000.000,00 1 136.051.820,00 100 95,14
Pengembangan Bidang .
Bidang Kelembagaan dan
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Satuan : Laporan)
Ketatalaksanaan -kap
Fasilitasi .
! .| Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Pelaksanaan dan Evaluasi e .
penelitian dan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
. Penelitian dan 1,00 146.400.000,00 1 136.839.720,00 100 93,47
Pengembangan Bidang .
. Pengembangan Bidang Aparatur dan
Aparatur dan Reformasi A .
h . Reformasi Birokrasi (Satuan : Laporan)
Birokrasi
Pengelolaan Data Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan
Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola (Satuan : 2,00 500.000.000,00 2 487.303.720,00 100 97,46
Peraturan Dokumen)
Penelitian dan Pengembangan Persentase hasil kelitbangan lingkup
Bidang Sosial dan Sosial dan Kependudukan yang
Kependudukan dihasilkan
Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan
Pengembangan .
- Pengembangan Pendidikan dan 1,00 177.903.000,00 1 172.526.040,00 100 96,98
Pendidikan dan
Kebudayaan (Satuan : Dokumen)
Kebudayaan
Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 1,00 150.000.000,00 1 136.540.960,00 100 91,03
Pengembangan Pengembangan Kesehatan (Satuan :
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No Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Kesehatan Dokumen)
Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan
Pengembangan Tenaga Pengembangan Tenaga Kerja (Satuan : 1,00 161.911.000,00 1 155.551.900,00 100 96,07
Kerja Dokumen)
Penelitian dan Pengembangan | Persentase hasil kelitbangan lingkup
Bidang Ekonomi dan Ekonomi dan Pembangunan yang
Pembangunan dihasilkan
Pengemiir;zg:an dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan
. . Pengembangan Perindustrian dan 1,00 1,00 100,00 91,55
Perindustrian dan Perdagangan (Satuan : Dokumen) 150.000.000 137.326.850
Perdagangan
Pen emP;::lchan dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan
Pertganian Pirkebunan Pengembangan Pertanian, Perkebunan 1,00 150.000.000 1,00 134.309.22 100,00 89,54
! dan Pangan (Satuan : Dokumen) 50. : : 225
dan Pangan
Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan
Pengembangan Pengembangan Perhubungan (Satuan : 1,00 1,00 1,2
Perhubungan Dokumen) 5.000.000 60.000
Pen emeean:Il;‘c:]an dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan
Komgunikasi ?:Ian Pengembangan Komunikasi dan 1,00 1 1,00 128.237.1 100,00 85,49
. Informatika (Satuan : Dokumen) 50.000.000 8.237.190
Informatika
. Persentase Kegiatan Fasilitasi
Pengembangan Inovasi dan R .
Teknologi Pengembangan Inovasi, Teknologi dan
J Hasil Kelitbangan
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No Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Target Realisasi Capaian (%)
Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan
Penelitian, Jumlah Dokumen Hasil Penelitian,
Pengembangan, dan Pengembangan, dan Perekayasaan di 100
Perekayasaan di Bidang Bidang Teknologi dan ! 203.312.000 1 185.831.925 100 91
Teknologi dan Inovasi Inovasi (Satuan : Dokumen)
Diseminasi Jenis, Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Prosedur dan Metode Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 2,00
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang Bersifat 198.650.000 2 174.696.300 100 88
yang Bersifat Inovatif Inovatif (Satuan : Laporan)
Sosialisasi dan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan
Diseminasi Hasil-Hasil Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil 1,00
Kelitbangan Kelitbangan (Satuan : Laporan) 40.518.200 ! 32.198.150 100 79
I Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi
Fasilitasi Hak
Hak Kekayaan Intelektual (Satuan : 1,00
Kekayaan Intelektual Laporan) 26.368.000 1 22.255.390 100 84
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
telah tersusun dengan capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran
pencapain sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Laporan kinerja adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan
oleh Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kewajiban dari amanat
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang perbaikan pedoman
penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbaikan pedoman
penyusunan pelaporan akuntabilitas ini merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Dalam keputusan tersebut di jelaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan
yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih
memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai Misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam
rangka perwujudan good govermance Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Banten.

Sebagaimana hal tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan amanat Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara bahwa dalam rangka penyusunan laporan kinerja ini akan menjadi
bahan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran
2023.

Selanjutnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan
kewajiban untuk disusun pada setiap akhir Tahun Anggaraan oleh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) mengingat fungsi Lakip diantaranya adalah:

1. Sebagai sarana penting dalam melaksanakan reformasi dalam rangka
penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi pembangunan dan pelayanan

masyarakat;

2. Sebagai cara dan sarana yang efektif dalam mendorong aparatur meningkatkan
disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Govermance dan fungsi

manajeman kinerja yang konsisten;
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Sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi
pemerintahan atau SKPD berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistimatis

dengan sasaran yang terukur secara berkelanjutan.

Sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dan atau
kegagalan dari setiap pimpinan Instansi/SKPD dalam menjalankan Misi sebagai

tugas pokok dan fungsi dalam mengemban jabatan.

Sebagai cara dan sarana untuk mendorong penyempurnaan struktur organisasi,
kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan
prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi

dalam pelaksanaan manajemen kelembagaan yang berkelanjutan.

Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang

disusun oleh Pemerintah Daerah

4.2 Saran - Saran Rekomendasi

1.

Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Banten adalah 93,42. Langkah kedepan untuk
meningkatkan kinerja yaitu dengan melakukan pengembangan aplikasi pengukuran

kinerja secara komprehensif dan dapat diakses publik

Dalam pegembangan Inovasi Daerah Bappeda Provinsi Banten berupaya
menumbuhkan ekosistem Inovasi dengan kolaborasi Organisasi Perangkat Daerah

dan pihak akademisi secara berkesinambungan

Untuk Program Tata Kelola Pemerintahan Bappeda Provinsi Banten berupaya

meningkatkan budaya berakhlak dim rangka peningkatan SAKIP dan RB
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